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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, 

khususnya pada aspek Edukasi dan Informasi Kesehatan Kepada Masyarakat. 

Peraturan ini merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, serta menekankan dan fokus 

pada penyebaran Edukasi dan Informasi kesehatan sebagai upaya yang dilakukan 

secara promotif dan preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, 

observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

implementasi Peraturan daerah ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti 

keterbatasan internet serta kurangnya penyuluhan-penyuluhan kesehatan ke 

tempat tinggal yang jangkauannya jauh, keterbatasan sumber daya manusia dan 

anggaran, serta rendahnya partisipasi Masyarakat. Meskipun demikian, terdapat 

sejumlah inisiatif positif dari dari Dinas Kesehatan Kota Medan dan beberapa 

puskesmas dalam menyelenggarakan program penyuluhan dan kampanye 

Kesehatan. Penguatan kapasitas lembaga pelaksana, peningkatan kolaborasi antar 

pihak, serta optimalisasi media Informasi sebagai sarana Edukasi Kesehatan bagi 

Masyarakat. 

Kata kunci : implementasi kebijakan, Peraturan daerah, Edukasi 

                           Kesehatan, Informasi, Kota Medan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 yang mengatur tentang 

Sistem Kesehatan di Kota Medan. Peraturan ini mencakup aspek penyediaan, 

penyelenggaraan dan pengawasan layanan kesehatan yang berfokus pada Edukasi 

Serta Informasi Kesehatan bagi Masyarakat Kota Medan. Implementasi dari 

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

melalui akses terhadap Infomasi Kesehatan yang benar, serta menciptakan 

lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Dalam hal ini juga sangat 

dibutuhkannya peran dari Dinas Kesehatan yang memiliki tanggungjawab untuk 

memberikan Layanan Kesehatan dan Edukasi Kepada Masyarakat, termasuk di 

lingkungan sekolah. Program-program seperti pemeriksaan kesehatan berkala, 

pentingnya sanitasi, sosialisasi mengenai gizi yang harus seimbang untuk tumbuh 

kembang anak agar nutrisi anak tercukupi setiap harinya, sosialisasi ke sekolah- 

sekolah, serta pentingnya Edukasi dan Informasi tentang pencegahan dari penyakit 

menular telah menjadi bagian dari upaya peningkatan Kesehatan. Namun, 

seringkali keterbatasan sumber daya yang menjadi hambatan dalam penyampaian 

edukasi dan informasi secara efektif. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Medan, angka stunting di 

Kota Medan yaitu sebesar 491 dengan presentase 17,4% pada tahun 2019. 

Sedangkan angka stunting di Kota Medan pada tahun 2020 yaitu sebesar 393 

dengan prsentase 0,71%. 491 kasus balita stunting yang tersebar di 25 kecamatan 
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dan 104 kelurahan. Kasus tertinggi, berada di Kecamatan Medan Deli 

yakni sebanyak 101 kasus dan Kelurahan Titi papan merupakan kelurahan dengan 

kasus tertinggi sebanyak 82 kasus. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang 

terjadi pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) di samping beresiko pada 

hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga 

menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada 

tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Kesehatan Kota Medan pada bagian keduapuluh pasal 21 mengatakan 

bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pengendalian dan 

pemberatasan penyakit meliputi imunisasi, pengendalian penyakit menular, 

pengendalian penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi, maka dengan 

ini Dinas Kesehatan Kota Medan secara aktif melakukan skrining TBC gratis bagi 

masyarakat. kegiatan ini bertujuan meningkatkan penemuan kasus TBC agar dapat 

segera diobati dan mencegah penularan lebih lanjut. Karena umur penyakit TB paru 

paling sering ditemukan pada usia produktif, yaitu 16-50 tahun. Dewasa ini dengan 

terjadinya transisi demografi, menyebabkan usia harapan hidup lansia menjadi 

lebih tinggi karena mereka yang berumur 55 tahun keatas akan lebih rentan. 

Selain itu usia produktif lebih mudah menjadi sumber penularan karena 

mobilitasnya. Pada laki-laki penyakit TB Paru lebih tinggi, merokok dan 

meminum minuman alkohol dapat menurunkan sistem daya tahan tubuh. Wajar 

saja jika seorang perokok dan peminum beralkohol dapat disebut sebagai agen 

dari penyakit TB Paru. 
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Edukasi dan penyampaian informasi kesehatan dengan tujuan untuk 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan serta 

mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat. Beberapa alasan penting mengapa 

edukasi kesehatan ini perlu dilakukan di Kota Medan yaitu : 

1) Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular di Kota Medan, 

seperti kota besar lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan dengan 

tingginya angka penyakit menular seperti TBC, demam berdarah, dan 

HIV/AIDS, serta penyakit tidak menular seperti diabetes,hipertensi dan 

penyakit jantung. 

2) Perubahan gaya hidup akibat urbanisasi, telah membawa perubahan gaya 

hidup yang sering kali kurang sehat, seperti pola makan tinggi gula dan 

lemak, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok. 

3) Kepadatan penduduk dan risiko penyebaran penyakit, dengan kepadatan 

penduduk yang tinggi, Kota Medan memiliki risiko penyebaran penyakit 

lebih cepat. 

4) Kurangnya pengetahuan tentang layanan kesehatan yang tersedia, banyak 

masyarakat yang belum mengetahui secara rinci layanan kesehatan yang 

tersedia di Kota Medan, baik di puskesmas, rumah sakit, maupun layanan 

kesehatan swasta. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

374/Menkes/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional, merupakan suatu 

kewajiban bagi daerah otonom untuk bisa mandiri dalam mengurus 

pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal mengurus kesehatan daerahnya 
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berdasarkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, merupakan 

suatu kewajiban tersendiri bagi Kota Medan sebagai daerah otonom membuat suatu 

pedoman dalam membangun Kota Medan yang sehat, maka dirumuskanlah 

pedoman tersebut kedalam suatu produk kebijakan pemerintah daerah, yaitu 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota, yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan. 

Berikut kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah secara formal 

dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Edukasi dan 

Informasi Kesehatan Di Kota Medan, pada bagian keduapuluh pada poin keempat, 

menyatakan bahwa : upaya pembinaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan 

masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 

agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Maka dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses pelaksanaan 

sistem kesehatan tentang edukasi dan informasi kesehatan oleh Dinas Kesehatan 

dan mengkaji apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

melaksanakannya. Karena mengingat kesehatan merupakan suatu hal yang sangat 

penting, maka masyarakat perlu tahu mengenai pedoman pemerintah dalam 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang adil, terbuka dan terjangkau bagi 

masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui     

Bagaimana proses implementasi Sistem Kesehatan Kota Medan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Medan dan menggambarkan faktor pendukung dan 

penghambatnya. Serta untuk mengetahui efektivitas program yang telah 

dilaksanakan dan untuk mengindetifikasi aspek mana yang perlu diperbaiki. 
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Peraturan Daerah Kota Medan nomor 4 tahun 2012 Tentang Edukasi dan 

Informasi Kesehatan di Kota Medan dikeluarkan sebagai dasar hukum untuk 

mendukung pelaksanaan promosi Kesehatan melalui edukasi dan informasi yang 

terstruktur, terarah, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Medan. Tujuan utama 

yaitu untuk ; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang 

kesehatan agar masyarakat mengetahui cara menjaga diri dari penyakit, 

menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS), dan menciptakan masyarakat 

yang mandiri dalam menjaga kesehatan dengan memberikan informasi yang benar 

dan cukup, masyarakat bisa lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya 

dan keluarga, serta menjamin terselenggaranya edukasi kesehatan yang merata 

agar informasi Kesehatan tidak hanya menjangkau kelompok tertentu saja, tetapi 

merata ke semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, 

anak-anak, lansia dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir untuk 

mendukung pencapaian target pembangunan Kesehatan, Peraturan ini membantu 

Kota Medan Mencapai target-target Kesehatan yang sudah ditetapkan baik secara 

lokal, nasional, maupun internasional (seperti penurunan stunting, 

penanggulangan penyakit menular, maupun tidak menular). 

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan meskipun sudah memiliki dasar 

hukum yang jelas, dalam implementasi di lapangan sering kali ditemui sejumlah 

hambatan yang terjadi seperti ; tingkat kesadaran masyarakat masih rendah karena 

sebagian masyarakat menganggap edukasi Kesehatan tidak penting atau sulit 

diubah perilakunya meski sudah mendapat penyuluhan, lalu kurangnya tenaga 

penyuluh kesehatan karena jumlah petugas promosi Kesehatan tidak sebanding 

dengan jumlah masyarakat yang harus dijangkau, sehingga pelaksanaan 
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penyuluhan menjadi tidak maksimal, dan juga tantangan budaya dan kepercayaan 

di beberapa kelompok masyarakat, ada keyakinan atau adat tertentu yang 

bertentangan dengan pesan-pesan Kesehatan modern sehingga sulit di terima, dan 

juga pengaruh dari informasi yang salah (Hoaks) di era media sosial, masyarakat 

kadang lebih mudah percaya pada informasi yang salah tentang Kesehatan sehingga 

menolak edukasi yang benar. 

Dengan demikian, penulis beranggapan bahwasannya implementasi dari 

Peraturan Daerah Kota Medan nomor 4 tahun 2012 terkait dengan Edukasi dan 

Informasi Kesehatan di Kota Medan untuk memberi landasan hukum dalam upaya 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat agar lebih sehat dan 

mandiri melalui edukasi dan informasi Kesehatan. Namun, implementasi kebijakan 

ini menghadapi hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan 

sumber daya, tantangan budaya dan peredaran Hoaks. Maka diperlukan upaya 

bersama dari pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, media dan tokoh 

masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mewujudkan tujuan 

Peraturan Daerah ini yang belum maksimal. 

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengambil judul “ Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Edukasi dan 

Informasi Kesehatan Di Kota Medan” 

1.2  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana 

implementasi kebijakan peraturan daerah Kota Medan tentang edukasi dan 
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informasi kesehatan di kota medan ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam 

mengenai implementasi kebijakan peraturan daerah kota medan tentang edukasi 

dan informasi kesehatan di Kota Medan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

 

a. Manfaat teoritis 

 

Manfaat penelitian ini membantu mengindentifikasi tingkat pengetahuan 

masyarakat tentang kesehatan, sehingga dapat dirancang program edukasi yang 

sesuai untuk meningkatkan kesadaran tentang pola hidup sehat, pencegahan 

penyakit, pentingnya perawatan kesehatan serta menjaga sanitasi lingkungan. 

Dengan memberikan informasi yang relevan masyarakat dapat meningkatkan 

kualitas hidupnya. pengurangan prevalensi penyakit menular dan tidak menular 

melalui edukasi yang efektif. 

b. Manfaat praktis 

 

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti dimana hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis terutama pada implementasi peraturan daerah kota medan 

tentang edukasi dan informasi kesehatan di kota medan. Serta dapat dilakukannya 

pencegahan penyakit dengan adanya edukasi yang dilakukan sehingga dapat 

membantu menekan angka penyakit yang dapat di cegah seperti diabetes, 
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hipertensi, atau penyakit menular. 

c. Manfaat akademis 

Manfaat edukasi kesehatan yang berbasis penelitian membantu siswa 

memahami pentingnya menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan sewaktu 

sebelum dan sesudah makan, pola makan sehat, aktivitas fisik, dan cara 

mencegah penyakit. Serta dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan perda ini 

dalam meningkatkan akses terhadap edukasi dan informasi kesehatan di 

lingkungan sekolah. 
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1. 5  Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

 masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II URAIAN TEORITIS 

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, 

 yang akan menguraikan tentang implementasi, implementasi kebijakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan jenis penelitian, defenisi konsep, kategorisasi, 

 kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

 data, waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil 

 wawancara informasi atau narasumber. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran. 
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BAB II  

URAIAN TEORITIS 

2.1. Konsep Implementasi 

 

2.1.1. Pengertian Implementasi Secara Etimologis 

 

Menurut Kamus Webster (dalam Rohman 2009:134) secara etimologis 

pengertian implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam 

kamus besar webster to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the 

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to 

give pratical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). 

2.1.2  Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli 

 

Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini 

berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola 

operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil 

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya 

juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program 

dilaksanakan. 

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan 

dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni : 

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan 

 

2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana 

 

3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan 

 

4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak 
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5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana 

 

6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan 

 

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting 

yakni : 

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode 

2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima 

dan dijalankan 

3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. 

 

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa 

implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, 

keputusan tersebut mengindetifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan 

secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk 

menstruktur atau mengatur proses implementasinya. 

Menurut George C. Edward III dalam (Nawawi, 2009:138) mengemukakan 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu : 

a. Komunikasi 

 

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan- 

tujuan kebijakan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab 

dalam oencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan 

dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. 

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu 
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dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun 

tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang 

sangat amat kompleks dan rumit, seseorang bisa menahannya hanya untuk 

kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi 

yang berbeda juga ajan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar 

implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah 

keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya 

implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti 

secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor 

pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya 

mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan di arahkan. Para implementor 

kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika 

dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya 

komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi 

kebijakan. 

b. Sumber daya 

 

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi 

program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang 

bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam 

melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian 

dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam 

pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat 

diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serya adanya fasilitas-fasilitas 
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pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana 

dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan 

kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna 

karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf 

pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan 

skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. 

c. Disposisi atau sikap 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari 

kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi 

akan mengalami banyak masalah, ada tiga bentuk sikap/respon implementor 

terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk 

merespon program kearah penerimaan atau penolaka, dan intensitas dari respon 

tersebut. 

d. Struktur birokrasi 

 

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari 

struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma- norma, dan pola- 

pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki 

dalam menjalankan kebijakan. 

2.1.3 Teori dan Unsur-Unsur implementasi 

 

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Tachjan 

(2008:37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi, yaitu : a) Adanya 
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tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan : suatu upaya untuk 

mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan harus bersifat strategis 

yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. 

a) Unsur pelaksanaan : baik organisasi atau perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang 

diterbitkan. 

b) Adanya program yang akan dilaksanakan : dapat menggambarkan atau 

mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran 

yang ditempuh oleh setiap unit admnistratif dalam memecahkan masalah-

masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak 

dicapai; 

c) kelompok sasaran/ target yang dicapai dari program yang diterbitkan : 

kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan 

menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan. 

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan 

sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh berdasarkan acuam-acuan yang direncanakan dengan sungguh- 

sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh 

objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program. 

2.2. Kebijakan Publik 

 

Menurut (Stephen R. Covey, 2005:442) secara etimologis, istilah kebijakan 

atau policy berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang 

kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. 
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Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa inggris “policie” yang artinya 

berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau admnistrasi 

pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk 

perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu 

badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. 

Stephen R. Covey mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah anak dari integritas 

yaitu integritas terhadap prinsip, dan ibunya adalah kerendahan hati dan ayahnya 

adalah keberanian. 

Menurut Iskandar (2012) bahwa kebijakan dapat didefenisikan sebagai 

serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak 

maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), 

sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Anderson 

(dalam Hill & Hupe, (2002) memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan 

yang dihadapi. Kebijakan berkaitan dengan tindakan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan 

suatu petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang 

dilakukan pada aturan yang harus di ikuti oleh para pelaku dan pelaksana 

kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta 

mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. 

Dengan demikian kebijakan adalah sarana pemecahan masalah atas tindakan yang 

terjadi. Karena Kebijakan selalu menjadi polemik yang tidak pernah berhenti di 

permasalahkan baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pihak dunia usaha, instansi atau organisasi profit maupun 



16  

 

 

non profit ke masyarakat pada umumnya. Selalu aktif membahas kebijakan baik 

kebijakan dalam organisasi maupun kebijakan keluar organisasi. 

1) Kebijakan kesehatan 

Kebijakan kesehatan merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang 

ditetapkan melalui suatu jaringan keputusan yang saling berhubungan dan 

membentuk suatu strategi/ pendekatan untuk mempengaruhi faktor-faktor penentu 

di sektor kesehatan dalam hubungannya dengan isu-isu strategis agar dapat 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Maka sebab itu, makna kebijakan 

kesehatan sendiri hakekatnya merupakan suatu susunan rancangan tujuan dan 

dasar pertimbangan program pemerintah yang berhubungan dengan masalah 

kesehatan dan merupakan pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan di bidang kesehatan. 

Dunn dalam Saputra, et al (2016) mengusulkan konsep sistem kebijakan 

yang merupakan interaksi antara 3 komponen utama kebijakan yaitu pelaku 

kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik. Dari sistem kebijakan 

terlihat bahwa terjadi tuntutan-tuntutan dari para pelaku/aktor kebijakan akibat 

pengaruh lingkungan, yang kemudian ditransformasikan ke dalam sistem politik. 

Kebijakan Permenkes nomor 43 tahun 2019 merupakan salah satu kebijakan yang 

memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup negara di bidang kesehatan, 

karena disebabkan beberapa hal seperti yang dijelaskan oleh Maddison dan 

Dennis (2009) : 

a. Sektor kesehatan merupakan bagian penting dalam ekonomi, karena sektor 

ini menyerap anggaran yang sangat besar dan dapat menjadi penggerak 
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ekonomi. 

 

b. Sebagian besar warga negara berhubungan langsung dengan sektor 

kesehatan, sektor kesehatan, baik sebagai pasien dan tenaga kesehatan. 

c. Pengambilan keputusan masalah kesehatan berkaitan dengan hidup dan mati 

 

d. Masalah kesehatan juga dipengaruhi oleh berbagai keputusan yang tidak 

terkait dengan pelayanan kesehatan, seperti kemiskinan, polusi, air 

terkontaminasi, sanitasi buruk dan kebijakan ekonomi lainnya. 

2) Tahapan kebijakan kesehatan 

 

Tahapan kebijakan kesehatan adalah keseluruhan pola dalam pembuatan 

kebijakan kesehatan yang melibatkan hubungan masalah, perumusan, 

implementasi, dan evaluasi dampaknya terhadap masyaraka. Tahapan kebijakan 

kesehatan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses 

dengan berbagai variabel yang harus dikaji. Tahapan kebijakan kesehatan 

melibatkan berbagai unsur, antara lain adalah eksekutif, legislatif, dan para 

praktisi di bidang kesehatan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 4 tahun 2012 mengatur 

tentang sistem Kesehatan Kota Medan, bertujuan untuk pemantapan otonomi 

daerah, khususnya pelayanan kesehatan maka pemerintahan Kota Medan memiliki 

Perencanaan kesehatan : untuk menetapkan rencana strategis dan program peran 

utama dalam pembangunan kesehatan, beberapa tahapan kebijakan kesehatan, 

antara lain : 

1. prioritas untuk meningkatkan layanan kesehatan di Kota Medan. 
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2. Pengawasan dan evaluasi : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program edukasi dan sistem informasi kesehatan terhadap 

pelaksanaan program kesehatan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi 

layanan. 

3. Pemberdayaan masyarakat : mendorong aktif masyarakat dalam partisipasi 

upaya peningkatan kesehatan melalui edukasi dan informasi kesehatan. 

3) Pengertian Edukasi dan informasi kesehatan 

 

Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan 

menjadi tahu (Suliha, 2002) Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan 

merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik 

indvidu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang 

diharapkan oleh edukator. 

Berdasarkan peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

sistem kesehatan Kota Medan, mengenai edukasi dan informasi kesehatan 

merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

kesehatan. Secara umum, prinsip edukasi dan informasi kesehatan dalam peraturan 

tersebut mencakup hal-hal berikut : 

1. Promosi kesehatan 

 

a. Memberikan informasi yang mudah di akses mengenai pola hidup 

sehat, penecegahan penyakit, dan pengelolaan kesehatan. 

b. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih 

dan sehat ( PHBS) 

2. Pemberdayaan masyarakat 

a. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyebaran informasi 
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kesehatan, seperti melalui posyandu, kader kesehatan, atau kelompok masyarakat 

diajak untuk aktif dalam kegiatan edukasi terkait penyakit tidak menular maupun 

penyakit menular. 

3. Edukasi dan informasi kesehatan bertujuan agar masyarakat lebih mandiri 

 dalam menjaga kesehatan. 

4. Informasi tentang hak dan kewajiban kesehatan 

 

a. Pemerintah daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai hak mereka atas pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Tujuan dari Pendidikan Kesehatan menurut Undang-undang Kesehatan 

Nomor 23 Tahun 1992 yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosialnya 

sehingga produktif secara ekonomi maupun secara sosial, pendidikan kesehatan 

disemua program kesehatan baik pemberatasan penyakit menular, sanitasi 

lingkungan, gizi masyarakat pelayanan kesehatan maupun program kesehatan 

lainnya (Undang-undang Kesehatan Nomor 23.n.d). (Hajar, Siti, 2022) 

mengungkapkan bahwa metode ini bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat 

untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan PKM yang meliputi persiapan, 

renacana, pengawasan, evaluasi dari program yang dilaksanakan. 

Menurut Morisson dan Berhandt (2004) Morisson dan Berhandt 

mendefenisikan informasi kesehatan sebagai sumberdaya penting dalam 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. informasi kesehatan yang baik harus 

mudah diakses, akurat dan relevan sehingga dapat digunakan masyarakat untuk 

mempromosikan perilaku hidup sehat dan mencegah penyakit. Sementara itu 

penelitian yang dilakukan oleh Mochammad, Yuli (2012) berbicara tentang 
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penyebaran informasi yang begitu cepat saat ini menjadi tantangan bagi 

masyarakat generasi sekarang. Kebanyakan penyakit yang ada di komunitas 

masyarakat umumnya bersumber dari ketidaktahuan dan kesalahpahaman atas 

berbagai informasi kesehatan yang diterima. 

Dari penjelasan para ahli di atas dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Edukasi dan Informasi Kesehatan Di Kota 

Medan dan juga berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 

bahwa edukasi dan informasi kesehatan merupakan proses yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku terkait kesehatan. Proses ini 

dilakukan melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami, diharapkan dapat 

memotivasi individu untuk hidup lebih sehat dan mengurangi resiko terhadap 

penyakit. informasi ksehatan merupakan segala bentuk data, fakta, serta promosi 

kesehatan  untuk  mendukung  kesehatan  masyarakat  secara  menyeluruh
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Penelitian 

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang diteliti dengan cara pengamatan, wawancara dengan cara 

menggambarkan keadaan dari objek penelitian yang sedang berlangsung 

berdasarkan fakta-fakta yang terlihat secara langsung maupun tanggapan 

masyarakat yang sebagaimana adanya (Lubis & Mahardika,2024). Menurut 

(Amrizal et al, (2018) yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan 

meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber yang dikumpulkan, 

mempelajari data, meninjaunya, menyusunnya dalam satuan-satuan kemudian 

mengkategorikannya pada langkah berikutnya, dan memeriksa validitasnya data 

dan menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalarnya 

peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. 

Peneliti deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, serta 

menjawab dan menjelaskan pada permasalahan yang terjadi dengan lebih jelas 

dan terperinci. Dalam penelitian ini analisis data kualitatif merupakan instrument 

penelitian dan hasil penulisannya berupa pernyataan atau kata-kata yang sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 
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3.2 Kerangka Konsep 

 

Kerangka konsep penelitian ini difokuskan pada aspek utama terkait dengan 

implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2012 tentang edukasi 

dan informasi kesehatan di Kota Medan, pertama, penelitian ini akan mengkaji 

bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2012 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan melihat apa yang menjadi penghambat 

implementasi dilakukan serta tujuan sejauh mana terlaksana target sasaran edukasi 

kesehatan dan informasi kesehatan dilakukan agar terlaksananya peningkatan 

kesehatan masyarakat Kota Medan melalui penyelenggaraan sistem kesehatan yang 

berintegrasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup 

sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

Peran Dinas Kesehatan 

dalam memberikan 

layanan edukasi dan 

informasi kesehatan di 

Kota Medan 

Terwujudnya peraturan daerah 

dalam penyelenggaraan tentang 

edukasi dan informasi kesehatan 

yang efektif dan efisien di 

lingkungan masyarakat. 

 

Impelementasi tentang edukasi dan informasi 

di Kota Medan 

 

 

 

Proses implementasi Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 12 tahun 2012 Tentang 

Edukasi Dan Informasi Kesehatan Di Kota 

Medan. 

 Adanya tindakan yandilakukan 

dalam pelaksanaan kebijakan 

 Adanya unsur pelaksana yang 

bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan 

 Adanya program yang 

dilaksanakan 

 Adanya kelompok sasaran. 
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3.3  Defenisi Konsep 

 

Adapun defenisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

a. Implementasi 

 

Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini 

berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola 

operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil 

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. 

b. Kebijakan publik 

Menurut Iskandar (2012) bahwa kebijakan dapat didefenisikan sebagai 

serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak 

maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh pihak (aktor- aktor kebijakan), 

sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. 

c. Edukasi dan informasi kesehatan 

 

Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan 

menjadi tahu (Suliha, 2002) Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan 

merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik 

individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang 

diharapkan oleh edukator. 

Menurut Morisson dan Berhandt (2004) Morisson dan Berhandt 

mendefenisikan informasi kesehatan sebagai sumberdya penting dalam 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, informasi kesehatan yang baik 

harus mudah diakses, akurat dan relevan sehingga dapat digunakan masyarakat 
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untuk mempromosikan perilaku hidup sehat dan mencegah penyakit. 

3.4  Kategorisasi Penelitian 

 

Kategorisasi menurut Moleong (2006) mengemukakan bahwa kategorisasi 

merupakan penyusunan kategori. Kategori adalah salah satu tumpukan dari 

seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, instuisi, pendapat, atau 

kriteria tertentu. Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam 

bagian-bagian yang memiliki kesamaan (Moleong,2011). Kategori dalam 

penelitian ini menerapkan implementasi kebijakan edukasi dan informasi 

kesehatan di Kota Medan. 

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah : 

 

1) Adanya tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan. 

 

Menurut Wahab (2001:65) implementasi adalah tindakan-tindakan individu 

atau pejabat pemerintahan atau sektir swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut (Abdul Wahab (1991) 

mengemukakan : “implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, 

bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-

kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip 

apabila tidak di implementasikan. 

2) Adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

Implementasi kebijakan 

Menurut Indiahono (2009:143) memberikan pendapatnya bahwa : 

“implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai 

individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan”. 
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3) Adanya program yang dilaksanakan 

 

Menurut Gordon dalam Pasolong (2017:68) Implementasi berkenaan 

dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini 

admnistrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan 

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan 

adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang 

berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau 

peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas 

melaksanakan program. Dapat diketahui, makna dasar yang terkandung dalam kata 

implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 

1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan 

2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan 

3) Adanya hasil kegiatan 

4) Adanya kelompok sasaran 

Menurut Tachjan (2008:37) menjelaskan bahwa kelompok sasaran/ target 

yang dicapai dari program yang diterbitkan kelompok masyarakat yang menjadi 

sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan 

peningkatan. Dalam implementasi terhadap sebuah kebijakan merupakan tahapan 

suatu yang sangat penting, karena tahapan ini dapat menentukan keberhasilan dari 

sebuah kebijakan. Sehingga tahapan implementasinya memerlukan persiapan 

yang matang. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang 

harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan, sebagai output kebijakan 

publik biasanya dalam bentuk outcomenya adalah adanya rumusan target-target, 

tercapainya kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat atau lembaga 
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masyarakat dan sebagainya. Sedangkan benefitnya beragam wujudnya dan dampak 

atau impact yaitu baik yang diinginkan maupun yang tak di inginkan serta kelompok 

target baik individu maupun kelompok. 

Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (1980:6) bahwa : “implementation 

is that set of activities directed toward putting a program into effect” program- 

program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan 

mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak 

hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/ sasaran yang ingin dicapai oleh 

pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya 

yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus 

ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. 

3.5  Informan atau Narasumber 

 

Menurut Moleong (2007) berpendapat, informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian, ia berkewajiban secara sukarela menjadi tim anggota 

penelitian walaupun hanya bersifat informal. Adapun informan dalam penelitian 

ini yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan, yang terdiri 

dari : 

a. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 

b. Staf Dinas Kesehatan Kota Medan 

c. Perawat yang melakukan Edukasi kesehatan kepada pasien 

d. Masyarakat yang ikut aktif dalam program Edukasi dan Informasi 
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kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

 

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah : 

a. Nama  : Masrita Lumban Tobing S.K.M., M.Kes. 

Jabatan  : Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan  

  masyarakat Umur : 60 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan Lama bekerja : 30 tahunan 

b. Nama  : habibi 

Jabatan  : staf dinas kesehatan Umur : 35 tahun 

Jenis kelamin  : laki-laki Lama bekerja : 6 tahun 

c. Nama  : Dea Pekerjaan : perawat Umur : 22 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

d. Nama  : Arya Pratama Pekerjaan : Mahasiswa Umur : 21 tahun 

e. Jenis kelamin  : Laki-laki 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan dua cara, yakni : 

a. Pengumpulan data primer 

 

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi dan wawancara, yaitu informasi yang di kumpulkan secara langsung di 

lapangan dengan narasumber di lokasi penelitian dengan melakukan instrumen 

metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa 

tanya jawab dengan orang yang berhubungan pada objek yang diteliti untuk 
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mendapatkan data yang akurat. Lalu metode observasi dilakukan untuk melakukan 

pengamatan secara langsung. 

b. Pengumpulan data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek penelitian. Maka teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang 

dilakukan melalui studi Kepustakaan yang terdiri dari : 

a. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan 

catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian serta sumber- 

sumber yang relevan dengan objek penelitian studi. 

b. Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan memperoleh dari buku- 

buku karya ilmiah pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan 

masalah yang akan diteliti. 

3.7  Teknik Analisis Data 

 

Metode yang dibahas disusun secara kasar dari hasil pengumpulan data awal 

sampai akhir, dari bentuk sederhana sampai kompleks, mulai dari lembar 

ringkasan kontak, suatu cara sederhana untuk meringkas data yang terbatas oleh 

waktu. Selanjutnya, pengodean aras pertama, pengodean pola atau aras kedua, dan 

proses penjabaran dalam pembuatan memo. Pada saat data tertumpuk makin 

banyak pertemuan analisis dan ringkasan situs yang bersifat sementara menjadi 

lebih penting untuk dipahami. Metode-metode analisis data kualitatif yang sangat 

bermanfaat selama proses pengumpulan data berlangsung. Miles & Huberman 

(1992:73) berpendapat bahwa analisis harus dilakukan selama pengumpulan data 

sebab peneliti kualitatif banyak yang menghabiskan energi untuk pengumpulan 

data selama beberapa waktu kemudian meninggalkan lapangan penelitian untuk 
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mengkaji seluruh catatan- catatannya. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara merangkum atau 

memilih data terutama pada fakta yang ada untuk memberikan sebuah gambaran 

pelaksanaan peraturan daerah kota Medan nomor 4 tahun 2012 tentang edukasi 

dan informasi kesehatan di kota Medan. Berikut langkah yang dilakukan peneliti : 

a. Reduksi data, merupakan rangkuman atau memilih hal-hal yang dianggap 

pokok sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

sehingga tidak mempersulit proses analisa data selanjutnya. 

b. Penyajian data, yaitu setelah hasil reduksi data yang telah tersusun data 

display dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, 

phie chard, pictogram dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, terususun pada pola hubungan, sehingga mudah di pahami. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu langkah ketiga dalam analisis 

data kualitatif. Kesimpulan yang didapat masih bersifat sementara, dan tidak 

menutup kemungkinan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat, serta yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat menjawab 

rumusan masalah, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 
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3.8  Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan kota Medan yang menjadi 

objek penelitian. adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan januari 2025 

sampai dengan selesai. 

3.9  Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 

Objek Penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2012 Tentang Edukasi dan Informasi Kesehatan di Kota Medan. Bertujuan untuk 

Mewujudkan Kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan, Fokus mencakup 

Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk menjalani Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) serta memberikan pendidikan dan Informasi Gizi yang benar kepada 

Masyarakat, termasuk melalui pojok Gizi di puskesmas dan penyediaan 

sarana Informasi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan seksual oleh 

Pemerintah Daerah. 

 
Gambar 3.2 Peta Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 
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Kota Medan merupakan representasi visual yang menunjukkan batas- batas 

wilayah admnistratif dalam kota, mencakup pembagian kecamatan dan keluarahan, 

serta lokasi penting seperti jalan utama, sungai dan fasilitas umum. Kota Medan 

adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara dan merupakan Kota terbesar ketiga di 

Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Secara admnistratif, Kota Medan terbagi 

atas 21 Kecamatan dan lebih 150 Kelurahan/Desa. Batas wilayah Kota Medan, 

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Deli Serdang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Deli Serdang, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Setiap 

kecamatan dalam Peta Admnistrasi diberi warna berbeda untuk mempermudah 

identifikasi. Peta ini juga menampilkan jalur transportasi utama seperti Jalan Gatot 

Subroto, Jalan Sisingamangajara, dan Jalan Ahmad Yani. Selain itu, sungai-sungai 

besar sepeti Sungai Deli juga ditandai sebagai elemen dari Geografis yang 

penting. 

Peta admnistrasi sangat penting digunakan dalam penelitian wilayah 

karena memberikan gambaran struktur tata kelola wilayah serta distribusi 

geografis dari objek-objek admnistrasi yang ada. Dalam konteks penelitian ini, 

peta admnistrasi digunakan untuk mementukan lokasi penelitian dan batasan 

wilayah yang dikaji. 
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Gambar 3.3 Dinas Kesehatan 
 

 

Dinas Kesehatan Kota Medan merupakan perangkat daerah yang 

bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di wilayah Kota 

Medan. Sebagai pelaksana teknis, dinas ini memiliki peran startegis dalam 

merumuskan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan, serta mengawasi 

dan mengevaluasi program-program Kesehatan serta mengedukasi masyarakat 

untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

3.9.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Medan 

Secara umum visi merupakan jauh ke depan, yang dimana suatu organisasi 

harus dibawa, Visi organisasi harus merupakan gambaran yang menantang tentang 

keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi di tahun yang akan 

datang. Maka dari itu Dinas Kesetan Kota Medan memiliki Visi agar Terwujudnya 

Masyarakat Kota Medan Yang Sehat dalam Keberkahan, Maju dan Kondusif”. 

Dinas Kota Medan juga memiliki dua Misi sebagai berikut : 

 

1. Melaksanakan pelayanan Kesehatan yang paripurna, merata, dan bermutu. 



33  

 

2. Menumbuh kembangkan kemandirian dan Partisipasi Masyarakat melalui 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan dalam Pembangunan Kesehatan. 

3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan 

 

Dinas Kesehatan, mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah dalam bidang Kesehatan Berdasarkan asas Otonomi dan 

tugas Pembantuan. Adapun fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Medan adalah : 

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesehatan. 

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang 

Kesehatan. 

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Kesehatan. 

4. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Admnistrasi Ketatausahaan. 

5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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3.9.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan 

 
 

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil penulisan 

4.1.1. Penyajian Data 

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang 

diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga 

memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung oleh 

beberarapa narasumber di Kantor Dinas Kesehatan dan Masyarakat Kota Medan, 

terkait tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 

Tentang Edukasi dan Informasi Kesehatan Di Kota Medan. 

Maka untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder 

juga sangat membantu menjelaskan hasil dari wawancara. Peneliti telah 

melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui 

prosedur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan 

Implementasi tentang Edukasi dan Informasi Kesehatan di Kota Medan. Sebelum 

menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasi data tersebut menurut 

alternative jawaban yang dipilih. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, adapun 

narasumber yang terlibat sebanyak 4 orang, yakni, Ketua Tim Kerja Promosi 

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang staff Dinas Kesehatan, 1 orang 

perawat dan 1 masyarakat. hasil wawancara dilakukan oleh peneliti, maka dapat 
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dianalisa berbagai jawaban dari narasumber sehingga dapat diperoleh data 

sebagai berikut : 

4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber, 

maka dapat analisis terhadap berbagai jawaban yang diberikan oleh narasumber 

menghasilkan data sebagai berikut : 

a. Adanya tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan 

 

Mengimplementasikan kebijakan mengenai Edukasi dan Informasi 

Kesehatan di Kota Medan pada dasarnya membutuhkan tindakan agar tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Ibu Masrita Lumban Tobing S.K.M.,M.Kes selaku Ketua 

Tim Kerja Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat pada hari Selasa 11 

Maret 2025. Beliau menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota Medan dalam menangani permasalahan mengenai 

Edukasi dan Informasi sudah dilaksanakan khususnya pada seksi Promosi 

Kesehatan. Dinas kesehatan Kota Medan merupakan instansi pemerintah daerah 

yang bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan masyarakat, salah satunya 

melalui kegiatan informasi dan edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran 

berperilaku hidup sehat masyarakat dan agar masyarakat dapat mandiri dalam 

menjaga kesehatan. 

Ibu Masrita Lumban Tobing S.K.M.,M.Kes menjelaskan langkah awal yang 

dilakukan Tim Kerja Promosi Kesehatan terlebih dahulu menyusun materi edukasi 

yang disesuaikan dengan isu kesehatan yang sedang menjadi prioritas. Materi 
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yang disusun juga berdasarkan hasil survei penyakit dan masalah kesehatan yang 

ditemukan di lapangan seperti demam berdarah dengue (DBD), TB paru, 

kesehatan reproduksi, stunting, serta juga membahas mengenai gizi pada ibu hamil 

dan rutin melakukan imunisasi pada balita. Materi ini disusun dalam bentuk 

leaflet, poster, spanduk, video edukasi singkat agar masyarakat tertarik untuk 

menonton, dan modul penyuluhan untuk kader kesehatan di lapangan. 

Tim kerja promosi kesehatan memanfaatkan media sosial seperti 

instagram, facebook, youtube, dan tiktok untuk menyebarluaskan pesan-pesan 

kesehatan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin. Edukasi juga dilakukan secara 

langsung melalui kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah dengan materi PHBS 

(perilaku hidup bersih dan sehat), kesehatan reproduksi remaja, dan gizi seimbang 

untuk anak sekolah menganjurkan mereka untuk membawa bekal dari rumah, dan 

Dinas Kesehatan berkerja sama dengan 41 Puskesmas yang tersebar di Kota 

Medan untuk melakukan kegiatan seperti posyandu, dengan materi kesehatan ibu 

dan anak, imunisasi dan gizi. Serta untuk dilingkungan masyarakat dengan 

berkerja sama dengan kelurahan dan puskesmas untuk penyuluhan DBD, 

pengelolaan sampah atau gerakan bebas asap rokok. Penyuluhan biasanya 

dilakukan bersama tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar dengan metode 

diskusi, tanya jawab serta praktik langsung seperti cara mencuci tangan yang 

benar atau cara mengelola makanan sehat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Habibi selaku Staf pada hari 

Selasa 11 Maret 2025 mengatakan bahwa untuk memperluas jangkauan edukasi, 

tim program kerja kesehatan juga melakukan pelatihan kader kesehatan di tingkat 

kelurahan/desa. Kader dilatih mengenai cara menyampaikan pesan kesehatan, 
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mengenali masalah kesehatan di masyarakat, serta melaporkan kasus yang di 

temukan. Langkah-langkah yang dilakukan tim kerja promosi kesehatan yaitu 

kampanye cegah stunting, senam massal untuk kampanye gaya hidup aktif, aksi 

bersih-bersih lingkungan. 

Namun ada beberapa hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan 

edukasi seperti kurangnya partisipasi masyarakat pada kegiatan penyuluhan, serta 

rendahnya literasi kesehatan sebagian masyarakat, karena mengubah perilaku 

masyarakat juga yang tidak mudah, akan tetapi dalam mengatasi hal ini tim 

program kerja kesehatan menggandeng tokoh masyarakat untuk menarik minat 

masyarakat dan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau masyarakat serta 

meningkatkan kader kesehatan agar lebih banyak tenaga yang terlibat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arya Pratama selaku Mahasiswa 

mengatakan bahwa sudah mendapatkan edukasi yang dilakukan dengan cara 

melakukan penyuluhan terhadap pencegahan penyakit menular maupun tidak 

menular dan juga pada saat sekolah pihak Dinas Kesehatan pernah melakukan 

penyuluhan ke Sekolah mengenai dilarang merokok, narkoba, serta menjaga 

kesehatan dan reproduksi kesehatan.  

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Dhea Annisa Irsyani selaku Perawat 

di salah satu instansi Rumah Sakit di Kota Medan mengatakan bahwa saat ia 

bekerja pun sering mendapatkan penyuluhan mengenai kesehatan dan sering 

dilakukan seminar mengenai edukasi dan informasi kesehatan untuk 

mempermudah mereka melakukan pekerjaan dan menjaga kesehatan diri. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam edukasi dan 
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informasi kesehatan di Kota Medan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk 

melakukan edukasi dan informasi kesehatan walaupun belum berjalan dengan 

maksimal, maka dari itu mereka melakukan tindakan agar mengurangi hambatan 

yang terjadi di lingkungan masyarakat. dimana tindakan yang dilakukan harus 

sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 

Tentang Edukasi Dan Informasi Kesehatan Di Kota Medan. Bahwa pembangunan 

kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi 

pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal bagi 

pelaksana pembangunan kesehetan daerah. 

b. Adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan 

Implementasi Kebijakan 

Mengimplementasikan Kebijakan Edukasi Dan Informasi Kesehatan Di 

Kota Medan pada dasarnya membutuhkan pelaksana yang bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan implementasi agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

dapat tercapai dan berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masrita Lumban Tobing 

S.K.M.,M.Kes selaku Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat dan bapak Habibi selaku seorang staff di Dinas Kesehatan Kota 

Medan pada hari Selasa 11 Maret 2025. Beliau menyatakan bahwa Dinas 

Kesehatan Kota Medan bertanggung jawab penuh terhadap edukasi dan informasi 

kesehatan di Kota Medan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat terhadap kesehatan serta mendukung pencapaian indikator 

pembangunan kesehatan daerah dan dilakukan dengan cara transparansi agar 
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masyarakat percaya akan hal program-program yang dilaksanakan. Bentuk 

kegiatan edukasi dan informasi kesehatan yang dilaksanakan yaitu, penyusunan 

dan distribusi media edukasi, seperti leaflet, poster, spanduk, video edukasi 

yang disesuaikan dengan isu kesehatan prioritas, misalnya DBD, stunting, TB, 

kesehatan ibu dan anak, reproduksi remaja. 

Kegiatan penyuluhan tatap muka yang biasa dilakukan di sekolah, 

posyandu, kantor kelurahan, rumah ibadah dan lingkungan masyarakat yang 

menggandeng tokoh masyatakat dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab 

bersama masyarakat. serta Dinas Kesehatan melakukan pemanfaatan terhadap 

media sosial dan media massa untuk menjangkau masyarakat lebih luas dengan 

konten edukasi melalui instagram, facebook, youtube dan tiktok. Banyak hal yang 

dilakukan seperti berkampanye kesehatan pada momen tertentu dan melakukan 

pelatihan kader kesehatan untuk meningkatkan kemampuan kader di kelurahan 

agar mampu menyampaikan informasi kesehatan di tingkat masyarakat. 

Ibu Masrita Lumban Tobing S.K.M.,M.Kes memaparkan dalam proses 

implementasi kebijakan promosi kesehatan ini terdapat pihak-pihak yang 

bertanggung jawab antara lain : kepala seksi Program kerja kesehatan Dinas 

Kesehatan Kota Medan, sebagai penanggung jawab utama perencanaan dan 

pengawasan pelaksanaan kegiatan edukasi dan informasi kesehatan, Koordinator 

Lapangan Tim Program kerja kesehatan yang bertugas memastikan kegiatan 

berjalan sesuai jadwal, mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas, sekolah dan 

tokoh masyarakat, ada juga petugas program kerja kesehatan puskesmas dan kader 

kesehatan yang membantu pelaksanaan edukasi di tingkat RT/RW untuk 

melakukan komunikasi melaksanakan kegiatan kesehatan yang telah direncanakan 
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dengan masyarakat 

Selain itu, pernyataan dari Dhea Annisa Irsyani, selaku perawat yang 

bekerja di salah satu instansi Rumah Sakit di Kota Medan mengatakan bahwa 

pihak Rumah sakit juga sudah rutin melakukan penyuluhan edukasi dan informasi 

kesehatan di rumah sakit, penyuluhan di lakukan dengan adanya kegiatan seminar 

untuk masyarakat dan para tenaga medis agar lebih memperhatikan dan dapat 

menjaga kesehatan secara mandiri untuk diri sendiri dan orang terdekat, dengan 

begitu maka dapat dikatakan pembagian tugas yang jelas ini penting untuk 

memastikan kebijakan promosi kesehatan dapat di implementasikan secara efektif 

dan merata di seluruh wilayah Kota Medan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat 

ditarik kesimpulan bahwa adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai edukasi dan informasi kesehatan 

di Kota Medan, dimana melibatkan semua pihak baik dari pemerintah, swasta 

maupun masyarakat Kota Medan untuk mewujudkan tujuan tercapainya 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Edukasi Dan 

Informasi Kesehatan Di Kota Medan. Namun dalam menjalankan kebijakan 

edukasi dan informasi kesehatan masih terdapat kendala dimana kurangnya 

kesadaran, partisipasi masyarakat yang masih rendah terutama yang kurangnya 

literasi digital sebagian masyarakat sehingga pesan di media sosial tidak selalu 

tersampaikan dengan baik. Tetapi tim program kerja kesehatan melakukan 

berbagai upaya agar dapat mengoptimalkan dan membangun organisasi 

kemasyarakatan untuk menarik pastisipasi masyarakat dan juga melakukan 

evaluasi berkala untuk memperbaiki metode penyuluhan agar lebih menarik dan 
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mudah dipahami. 

c. Adanya Program Yang Dilaksanakan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masrita Lumban Tobing 

S.K.M.,M.Kes selaku Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat pada hari Selasa 11 Maret 2025 dan staff program kerja kesehatan 

Dinas Kesehatan, serta dokumentasi kegiatan, diperoleh informasi bahwa terdapat 

beberapa program utama edukasi dan informasi kesehatan yang dilaksanakan di 

Kota Medan.program-program ini dirancang untuk mendukung pencapaian 

indikator kesehatan daerah. 

Program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang merupakan salah satu 

program unggulan yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat menjalani 

perilaku yang mendukung kesehatan, baik di rumah tangga, sekolah, maupun 

tempat kerja. Ada 9 indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah 

tangga yang digunakan oleh Dinas Kesehatan, termasuk di Kota Medan. Yaitu, 

persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberikan ASI ekslusif, 

menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, 

menggunakan jamban kesehatan, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan 

sayur tiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dalam pelaksanaannya, tim 

program kerja kesehatan menyusun materi edukasi berupa poster, leaflet, dan 

modul PHBS. Petugas puskesmas melakukan penyuluhan langsung ke rumah- 

rumah, sekolah-sekolah dan puskesmas yang berkerja sama dengan pihak Dinas 

Kesehatan. 

Adapun program pencegahan stunting, dikarenakan masih banyaknya 
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masalah gizi pada balita, khususnya stunting, menjadi prioritas nasional yang juga 

diimplementasikan di Kota Medan. Tim program kerja kesehatan berkerja sama 

dengan Bidang Gizi Dinas Kesehatan menyusun materi edukasi tentang gizi yang 

seimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita dengan 

mengkomsunsi vitamin A, F, E, serta pada balita ibunya diberi penyuluhan di 

wajibkan untuk melakukan imunisasi pada bayinya. Program ini dilaksanakan 

melalui penyuluhan di Posyandu dan Puskesmas, pelatihan kader tentang 

pemantauan pertumbuhan balita, serta kampanye gizi seimbang melalui media 

sosial. 

Tim kerja promosi kesehatan Dinas Kesehatan juga fokus pada program 

pencegahan penyakit menular, ini difokuskan edukasi kepada masyarakat untuk 

mencegah penularan penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD), 

tuberkulosis (TB), HIV/AIDS. Dalam program ini, tim program kerja kesehatan 

menyusun dan mendistribusikan media edukasi tentang cara mencegah gigitan 

nyamuk, pentingnya melakukan fogging, etika batuk, penggunaaan masker di 

tempat umum, serta pentingnya tes kesehatan secara berkala. Penyuluhan 

dilakukan di lingkungan perumahan, sekolah dan fasilitas umum. 

Dalam melakukan penyuluhan program penyakit menular tim kerja 

kesehatan Dinas Kesehatan juga melakukan fokus pada program kesehatan 

reproduksi remaja, banyak tantangan kesehatan remaja, maka dari itu tim kerja 

kesehatan menyusun program yang fokus pada edukasi kesehatan reproduksi, 

pencegahan pernikahan dini, pencegahan HIV/AIDS, serta narkoba. Program ini 

dilaksanakan melaljui penyuluhan di sekolah-sekolah SMP dan SMA, serta 

pelatihan bagi guru sebagai fasilitator kesehatan remaja. Media yang digunakan 
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berupa video dan diskusi interaktif. Karena hal ini harus perlu diperhatikan karena 

masih banyaknya kasus pada remaja yang terkena penyakit menular. 

Tujuan dari program yang dibuat oleh tim kerja kesehatan Dinas Kesehatan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, 

sosial dan produktif. Dengan program kesehatan, masalah-masalah kesehatan 

dapat dicegah atau dikendalikan sehingga angka penyakit menular dan kematian 

menurun. mengatasi isu-isu kesehatan prioritas, dengan cara meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang kesehatan dengan dilakukan 

program kesehatan seperti, penyuluhan, PHBS, dan kampanye hidup sehat 

bertujuan agar masyarakat tahu bagaimana cara menjaga kesehatan diri, keluarga, 

dan lingkungannya, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan teori promosi kesehatan yang 

menyatakan bahwa edukasi kesehatan perlu dilakukan dengan strategi komunikasi 

yang tepat, sasaran yang jelas, serta media yang sesuai. 

Selain itu, pernyataan dari Arya, selaku seorang masyarakat Di Kota Medan 

mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan menyelenggarakan berbagai 

program edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. beberapa program yang di 

selenggarakan di masyarakat yaitu ; program kesehatan Dinas Kesehatan Medan 

(PKDKM), Program kesehatan masyarakat yang efektif, gerakan pekerja 

perempuan sehat produktif (GP2SP), koordinasi dan advokasi pembinaan PHBS. 

Akses terhadap informasi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Medan, tergolong 

mudah karena dapat di akses melalui berbagai cara seperti media sosial yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat 

ditarik kesimpulan bahwa adanya program yang dilaksanakan untuk 

mengimplementasikan kebijakan edukasi dan informasi kesehatan di Kota Medan 

yaitu dengan adanya program seperti, program perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS), pencegahan stunting, pencegahan penyakit menular, serta kesehatan 

reproduksi remaja. Dalam pelaksanaan program-program tersebut juga sudah 

sesuai dengan pasal 37 bagian keduapuluh dalam Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan di Kota Medan. Upaya dalam 

melakukan pembinaan kesehatan di masyarakat maupun pada usia sekolah remaja 

untuk menyiapkan anak menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas dan produktif. 

Kunci pada keberhasilan program-program ini ada di partisipasi masyarakat yang 

ikut dalam menerapkan penyuluhan yang sudah dilakukan pada kehidupan sehari- 

hari untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan mandiri terhadap kesehatannya. 

d. Adanya Kelompok Sasaran 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masrita Lumban Tobing 

S.K.M.,M.Kes selaku Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat pada hari Selasa 11 Maret 2025. Beliau menyatakan bahwa petugas 

promosi kesehatan yang berkerja sama dengan 41 Puskesmas dan adanya 

dokumentasi kegiatan, ditemukan bahwa program edukasi dan informasi 

kesehatan yang dilakukan di Kota Medan telah terencana dengan baik dan 

menyasar kelompok-kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan masalah 

kesehatan yang dihadapi dengan mengimplementasikan kebijakan Dinas 

Kesehatan Kota Medan yang dimana terlebih dahulu menyusun materi, 

menentukan kelompok sasaran, serta menentukan metode penyampaian dan media 
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edukasi yang tepat untuk tiap kelompok sasaran. 

Tim Porgram kerja promosi kesehatan menyadari bahwa setiap kelompok 

masyarakat memiliki karakteristik, kebutuhan dan cara pendekatan yang berbeda- 

beda. Maka dari itu, kegiatan edukasi dibedakan berdasarkan kelompok sasaran, 

antara lain, ibu hamil dan menyusui kelompok ini menjadi sasaran utama untuk 

program kesehatan ibu dan anak (KIA), gizi, dan pencegahan stunting, edukasi 

yang diberikan biasanya mencakup ; pentingnya pemeriksaan kehamilan secara 

rutin, pemberian ASI ekslusif selama 2 Tahun, konsumsi makanan bergizi selama 

kehamilan dan menyusui, pencegaham anemia pada ibu hamil, sasaran selanjutnya 

yaitu balita dan orang tua balita yang dimana untuk program ini fokusnya pada ; 

pemantauan pertumbuhan balita dengan penimbangan rutin, pemberian imunisasi 

lengkap, pencegaham diare, stunting, gizi buruk, perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) sejak dini, program kegiatan ini dilakukan di posyandu, Puskesmas, 

PAUD, dan dilingkungan masyarakat. 

Selanjutnya, untuk sasaran berikutnya yaitu remaja yang menjadi kelompok 

sasaran untuk program kesehatan reproduksi, pencegahan HIV/AIDS, dan 

penyalahgunaan narkoba. Adapun pemaparan materi yang diberikan seperti ; 

kesehatan reproduksi dan bahaya pernikahan dini, pentingnya menjaga 

kebersihan diri dan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular seksual dan HIV, 

bahaya merokok, alkohol dan narkoba. Edukasi dan informasi ini dilakukan 

melalui sekolah-sekolah, kegiatan PIK-R (pusat informasi konseling remaja). 

Kelompok sasaran selanjutnya yaitu lansia dan masyarakat umum untuk 

program pencegahan penyakit tidak menular seperti ; hipertensi, diabetes dan 
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menjaga kesehatan mental. Edukasi dilakukan di psoyandu dengan melakukan 

pemaparan materi seperti ; pola makan sehat untuk lansia, pentingnya olahraga 

ringan, pemeriksaan kesehatan rutin, deteksi dini penyakit degeneratif dan 

pentingnya memiliki lingkungan yang bersih dan sehat. 

Program edukasi yang dilakukan oleh tim program kerja kesehatan Dinas 

Kesehatan Kota Medan melakukan penyuluhan langsung seperti tatap muka di 

posyandu, sekolah, lingkungan masyarakat (pertemuan RT/RW). Adapun 

penyuluhan secara tidak langsung dengan melakukan pendistribusian media cetak 

seperti ; leaflet, poster, spanduk. Dan hal lain yang dilakukan yaitu dengan 

berkampanye massal pada momen tertentu, misalnya Hari Kesehatan Nasional dan 

hal yang paling penting yaitu menciptakan sumber daya manusia yang baik dengan 

cara diadakan pelatihan kader kesehatan untuk membantu penyuluhan di 

masyarakat. 

Ibu masrita Lumban Tobing S.K.M.,M.Kes selaku ketua tim kerja promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 

kegiatan edukasi dan informasi kesehatan ini melibatkan berbagai pihak dan 

kerjasama dari 41 puskesmas yang ada di Kota Medan dengan pembagian tugas 

seperti ; adanya kepala promkes yang menjadi penanggung jawab perencanaan, 

koordinasi dan evaluasi, koordinator lapangan yang mengatur jadwal, lokasi, 

materi, dan memastikan kegiatan terlaksana, dan Petugas Promosi kesehatan 

Puskesmas dan Kader Kesehatan yang akan menyamoaiakan informasi langsung 

kepada masyarakat di tingkat RT/RW. 

Sejalan dengan itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang 
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ditemukan selama pelaksanaan kegiatan edukasi dan informasi kesehatan di 

antaranya seperti ; kurangnya kesadaran dan minat sebagian masyarakat untuk 

hadir dalam penyuluhan, rendahnya literasi kesehatan di kalangan masyarakat 

tertentu. Akan tetapi tim promosi kesehatan melakukan berbagai upaya untuk 

mengatasi hambatan tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka dari 

itu mengoptimalkan peran kader dan tokoh masyarakat untuk mengajak partisipasi 

warga, menggunakan media digital untuk menjangkau sasaran yang lebih luas, 

membuat materi edukasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh 

masyarakat, serta mengintegrasikan kegiatan edukasi dengan kegiatan masyarakat 

lain, seperti saat adanya pengajian ataupun gotong royong. Karena sangat 

pentingnya partisipasi dari masyarakat agar tercapainya tujuan kualitas hidup di 

masyarakat. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Program edukasi 

dan informasi kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan 

melalui Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat telah 

direncanakan dan dijalankan dengan baik, melibatkan kerja sama dengan 41 

Puskesmas di Kota Medan. Program ini bersifat terstruktur, terarah, dan berbasis 

kebutuhan kelompok sasaran, yang meliputi ibu hamil dan menyusui, balita dan 

orang tua balita, remaja, lansia, dan masyarakat umum. Strategi penyampaian 

edukasi dibedakan berdasarkan karakteristik sasaran, menggunakan metode 

langsung seperti penyuluhan tatap muka dan tidak langsung melalui media cetak 

maupun digital. Selain itu, kegiatan edukasi juga diperkuat dengan pelatihan kader 

kesehatan serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Meskipun terdapat hambatan 

seperti rendahnya partisipasi dan literasi kesehatan masyarakat, tim promosi 
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kesehatan telah melakukan berbagai upaya solutif, seperti menyederhanakan 

materi edukasi, memanfaatkan media digital, serta mengintegrasikan kegiatan 

edukasi ke dalam aktivitas masyarakat. Dengan pendekatan ini, program promosi 

kesehatan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku 

hidup sehat masyarakat, serta mendorong tercapainya kualitas hidup yang lebih 

baik di Kota Medan. 

4.2  Pembahasan 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Edukasi Dan 

Informasi Kesehatan Di Kota Medan, yaitu : 

4.2.1  Adanya Tindakan Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan 

 

Menurut Kamus Webster (dalam Rohman 2009:134) secara etimologis 

pengertian implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam 

kamus besar webster to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the 

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to 

give pratical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). 

Menurut Iskandar (2012) bahwa kebijakan dapat didefenisikan sebagai 

serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindakn 

maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), 

sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. 

Menurut Abdul Wahab (2008), kebijakan publik adalah suatu tindakan 

bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga 
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masyarakat. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang ditetapkan 

melalui suatu jaringan keputusan yang saling berhubungan dan membentuk suatu 

strategi atau pendekatan untuk mempengaruhi faktor-faktor penentu di sektor 

kesehatan dalam hubungannya dengan isu-isu strategis agar dapat meningkatkan 

kualitas kesehatan masyarakat. Maka sebab itu, makna kebijakan kesehatan sendiri 

hakekatnya merupakan suatu susunan rancangan tujuan dan dasar pertimbangan 

program pemerintah yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan merupakan 

pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan di bidang kesehatan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota Medan sudah menjalankan tugas semaksimal 

mungkin agar terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan seluruh 

masyarakat Kota Medan agar mereka dapat hidup mandiri dalam menjaga 

kesehatan. Dalam menangani permasalahan mengenai edukasi dan informasi 

kesehatan Kota Medan langkah awal yang dilakukan oleh Tim Kerja Promosi 

Kesehatan terlebih dahulu menyusun materi edukasi yang sesuai dengan isu 

kesehatan yang menjadi prioritas. Materi edukasi disusun berdasarkan hasil survei 

penyakit dan masalah kesehatan yang ditemukan di lapangan seperti demam 

berdarah dengue (DBD), TB, paru, kesehatan reproduksi, stunting, serta juga 

membahas mengenai gizi pada ibu hamil dan juga melakukan program rutin di 

posyandu seperti melakukan imunisasi pada balita. Materi ini disusun dalam bentuk 

leaflet, poster, spanduk, video edukasi singkat agar masyarakat tertarik untuk 

menonton, dan modul penyuluhan untuk kader kesehatan di lapangan. Maka dengan 
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dilakukan materi secara matang bertujuan agar masyarakat lebih mudah paham dan 

percaya akan materi penyuluhan edukasi dan informasi kesehatan yang dilakukan 

oleh pihak Dinas Kesehatan yang dibantu dengan 41 Puskesmas yang tersebar di 

Kota Medan untuk memandirikan masyarakat akan kesehatan. 

Tindakan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan dalam rangka 

menciptakan kesadaran berperilaku hidup sehat masyarakat dan agar masyarakat 

dapat mandiri dalam menjaga kesehatan dan membuat program-program agar lebih 

menjadi efektif. Karena kesehatan adalah salah satu aspek penting dalam 

pembangunan manusia. Menciptakan masyarakat yang sehat akan lebih produktif 

dan dapat berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah dan negara. Salah 

satu tantangan utama di perkotaan seperti Kota Medan adalah pola hidup 

masyarakat uang kurang sehat, lingkungan yang padat, serta penyakit menular dan 

tidak menular yang semakin meningkat. 

Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Kota Medan berperan penting sebagai 

ujung tombak pemerintah dalam memberikan edukasi, informasi, pelayanan dan 

pengawasan kesehatan. Tugas utama Dinas Kesehatan bukan hanya memberikan 

layanan kuratif (mengobati yang sakit), tetapi juga promotif dan preventif, yakni 

membina masyarakat agar memiliki kesadaran untuk hidup sehat, serta mandiri 

dalam menjaga kesehatannya sendiri dan lingkungannya. 

Tujuan utama dari program-program kesehatan di Kota Medan yaitu untuk 

 

; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat,  

memberdayakan masyarakat untuk mandiri dalam menjaga kesehatan diri, keluarga 

dan lingkungannya, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit 
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yang sebenarnya dapat dicegah, meningkatkan kualitas lingkungan agar 

mendukung kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas 

Kesehatan Kota Medan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang 

menyasar seluruh lapisan masyarakat. 

Strategi dan tindakan Dinas Kesehatan melalui pendekatan promotif dan 

preventif, Dinas Kesehatan Kota Medan fokus pada upaya promotif (peningkatan 

kesehatan) dan preventif (pencegahan penyakit). beberapa strategi yang dilakukan 

antara lain ; penyuluhan kesehatan yang dilakukan secara langsung melalui 

Puskesmas, Posyandu, Sekolah, Perkantoran, maupun melalui media massa dan 

media sosial, lalu adanya pemberdayaan masyarakat untuk membentuk kader- 

kader kesehatan di tingkat kelurahan yang berperan sebagai perpanjangan tangan 

Dinas Kesehatan dalam menyampaikan informasi dan membimbing masyarakat, 

dan yang terakhir yaitu berusaha meningkatkan akses informasi kesehatan dengan 

membuat materi edukasi yang mudah dipahami dan disebarluaskan secara luas. 

Untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi di lapangan maka Dinas 

Kesehatan Kota Medan melakukan peningkatan layanan dasar untuk 

mengoptimalkan peran Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan primer, yang 

tidak hanya melayani pengobatan tetapi juga mengedukasi masyarakat, 

menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis atau murah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah, dan melaksanakan program deteksi dini penyakit tidak 

menular agar segera tertangani dengan cepat. Dan Dinas Kesehatan juga melakukan 

kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelayanan edukasi dan informasi ini 

dengan menggandeng organisasi masyarakat, lembaga pendidikan dan media 

untuk memperluas jangkauan edukasi kesehatan. 
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Program-program unggulan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan 

untuk membangun kesadaran hidup sehat dan kemandirian masyarakat, yaitu ada 

beberapa program yang dilakukan ; program perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) merupakan upaya untuk mengajarkan masyarakat pola hidup yang benar 

dan sehat di berbagai tatanan, seperti rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan 

tempat umum. Indikator PHBS sendiri antara lain ; cuci tangan pakai sabun, 

menggunakan jamban sehat, konsumsi air bersih dan makanan bergizi, aktivitas 

fisik secara teratur, tidak merokok, membawa bayi ke posyandu, menimbang balita 

secara berkala dan memberantas jentik nyamuk. Melalui PHBS, masyarakat 

diharapkan dapat mengubah perilaku sehari-hari menjadi lebih sehat secara 

mandiri. Dan ada juga program lainnya seperti program posyandu dan posbindu 

(untuk memantau kesehatan masyarakat usia produktif dan lanjut usia, khususnya 

deteksi dini penyakit tidak menular, serta adanya program penanggulangan 

penyakit menular untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mencegah penyakit 

menular seperti demam berdarah, tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria dan lainnya. 

Adapun program lain yang dilakukan yaitu program kesehatan lingkungan 

yang bertujuan untuk mendorong masyarakat menjaga kebersihan rumah dan 

lingkungan pengelolaan sampah yang benar, sanitasi yang baik, serta mengawasi 

kualitas air minum. 

Dengan pelaksanaan berbagai program tersebut diharapkan agar masyarakat 

dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan secara mandiri, perubahan 

perilaku masyarakat menjadi lebih sehat, misalnya dengan berhenti merokok, rutin 

berolahraga menjaga kebersihan dan memeriksakan kesehatan secara berkala, 

penurunan angka penyakit menular dan tidak menular, lingkungan yang lebih 
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bersih dan sehat, dan yang paling penting agar masyarakat lebih mandiri dan tidak 

selalu bergantung pada fasilitas kesehatan untuk menjaga kesehatannya. Namun 

dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan Kota Medan juga menghadapi beberapa 

tantangan, antara lain yakni ; kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk 

berubah, terutama di kawasan padat penduduk, masyarakat yang masih 

memegang kebiasaan lama yang kurang sehat, keterbatasan sumber daya manusia 

dan dana untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, yang 

semakin meningkatnya angka perokok aktif dan rendahnya kesadaran untuk 

memeriksakan diri secara rutin. Namun Dinas Kesehatan Kota Medan yang dibantu 

oleh Tim Kerja Promosi Kesehatan terus berupaya mengatasi tantangan ini melalui 

kerja sama lintas sektor, Dengan terus melakukan inovasi terhadap penyuluhan 

yang dilakukan, serta memperkuat peran kader kesehatan dan tokoh masyarakat 

dan tidak lupa pula untuk rutin melakukan survei hasil kerja lapangan setelah 

penyuluhan dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Edukasi Dan Informasi 

Kesehatan Di Kota Medan dengan adanya tindakan untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan dalam proses penyuluhan Edukasi Dan Informasi Kesehatan 

saat ini masih belum optimal 100%, dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti, 

kurangnya partisipasi masyarakat pada kegiatan penyuluhan dan rendahanya 

literasi kesehatan sebagian masyarakat. Tim Kerja Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat berusaha dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

Peraturan mengenai Edukasi Dan Informasi yang telah ditetapkan, karena 

kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan kemampuan mandiri 
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dalam menjaga kesehatan merupakan faktor penting dalam mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal. Dinas Kesehatan Kota Medan memainkan peran sentral 

dalam mendorong hal ini melalui berbagai program yang terstruktur. Program-

program seperti PHBS,Posyandu, Posbindu, serta penyuluhan kesehatan secara 

langsung dan melalui media, telah membantu meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan masyarakat untuk menjaga kesehatannya sendiri. 

Dinas Kesehatan Kota Medan terus berinovasi dengan melibatkan 

masyarakat secara aktif, membangun kerjasama antar lintas sektor, serta 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di semua tingkatan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa peran aktif masyarakat, didukung oleh kebijakan yang tepat 

dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan, akan mempercepat terwujudnya 

masyarakat Kota Medan yang sehat, mandiri dan berdaya dalam menjaga kesehatan 

diri dan lingkungan. Maka dengan begitu akan mencapai tujuan Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Edukasi Dan 

Informasi Kesehatan Di Kota Medan. 

4.2.2  Adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan  

  Implementasi Kebijakan 

Menurut Ripley (2008) implementasi merupakan suatu tahapan diantara 

pembuatan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan. Dimana ia menempatkan 

implementasi pada tahap ketiga proses kebijakan. Tahap pertama penyusunan 

agenda, tahap kedua formulasi kebijakan, tahap ketiga implementasi kebijakan dan 

tahap keempat dampak dari kebijakan. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa 

implementasi yang berhasil tidak ada dua perspektif yaitu keberhasilan diukur 

melalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas dan 
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keberhasilan implementasi dicarikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya 

masalah. Sementara ada perspektif lain yang mengatakan bahwa implementasi yang 

berhasil mengarah pada kinerja yang diinginkan dari suatu program dan dampak 

dari program. 

Menurut islamy (2000:102) mengemukakan bahwa pembuat kebijakan 

tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi 

juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan 

konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat. dari sini dapat dipahami bahwa 

kebijakan tidak hanya untuk dibuat dan dilaksanakan dan dapat terjawab apa yang 

menjadi permasalahan di masyarakat. 

Menurut Zuiderwijk & Janssen (2014) menekankan bahwa dalam 

perancangan sistem informasi publik, tiga dimensi penting yang harus 

dipertimbangkan adalah informasi, kontrol pribadi, dan pengaruh, serta perlu 

dilakukan evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan warga. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur 

pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari 

berbagai pihak dan harus transparansi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Ibu Masrita Lumban Tobing S.K.M.,M.Kes selaku Ketua Tim Kerja Promosi 

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada hari Selasa 11 Maret 2025. Beliau 

mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Tim Kerja Promosi 

Kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu 

prioritas dalam pembangunan nasional. Di Kota Medan, yang merupakan kota besar 

dengan kepadatan penduduk tinggi, tantangan kesehatan masyarakat sangat 

kompleks, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, hingga masalah 
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kesehatan lingkungan. 

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan memiliki 

tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat. Salah satu wujud Implementasi 

Kebijakan ini adalah melalui edukasi dan informasi kesehatan, yang dilaksanakan 

secara bertanggung jawab dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dan 

pelaksanaan edukasi kesehatan ini dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya 

adalah dengan mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah dan di berbagai tempat 

lain seperti Puskesmas, lingkungan masyarakat, rumah ibadah dan tempat umum. 

Penyuluhan ini sendiri dilakukan bertujuan agar memberikan informasi yang benar, 

praktis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakay sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran, mengubah perilaku, dan pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat Kota Medan. 

Untuk prinsip pelaksanaan yang bertanggung jawab, yang berbasis 

kebutuhan masyarakat dimana pelaksanaan edukasi dan informasi kesehatan 

dilakukan setelah melalui tahapan identifikasi masalah kesehatan yang paling 

mendesak di suatu wilayah. Dinas Kesehatan juga memastikan penyuluhan 

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, seperti penyuluh kesehatan 

masyarakat, perawat, bidan atau dokter, sehingga informasi yang disampaikan 

akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Materi penyuluhan sendiri disesuaikan 

dengan sasaran. Di sekolah, metode penyampaian cenderung lebih interaktif dan 

menarik, misalnya melalui permainan edukatif, poster, video singkat yang menarik 

perhatian siswa, dan melakukan sesi tanya jawab. Sementara di lingkungan 

masyarakat, sering menggunakan diskusi kelompok, ceramah dan simulasi. 
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Setiap kegiatan penyuluhan selesai dilakukan tidak berhenti pada 

penyampaian materi saja, tetapi juga dilengkapi dengan evaluasi untuk mengukur 

pemahaman masyarakat dan tindak lanjut untuk memperkuat praktik sehat. Dengan 

prinsip-prinsip ini, Dinas Kesehatan Kota Medan berupaya agar pelaksanaan 

edukasi kesehatan benar-benar bermanfaat, tidak hanya formalitas, tetapi 

menghasilkan perubahan nyata pada perilaku masyarakat. 

Adapun dampak yang diharapkan melalui pelaksanaan yang bertanggung 

jawab dalam implementasi edukasi dan informasi kesehatan ini diharapkan ; 

masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan dan cara 

mencegah penyakit, terjadi perubaham perilaku ke arah yang lebuh sehat, seperti 

rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, berolahraga dan memeriksakan 

kesehatan secara rutin, penurunan angka penyakit yang dapat dicegah dengan 

perilaku hidup sehat, dan terwujudnya lingkungan yang lebih bersih dan sehat di 

rumah, sekolah, tempat kerja dan tempat umum. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas 

Kesehatan Kota Medan telah melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Edukasi Dan Informasi Kesehatan Di Kota 

Medan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, 

menggunakan tenaga profesional, metode yang tepat, serta melakukan evaluasi. 

Penyuluhan dilakukan tidak hanya di sekolah, tetapi jyga di berbagai tempat lain 

agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. dengan strategi ini, masyarakat 

Kota Medan semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan diri, keluarga dan 

lingkungan. Hal ini mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kota Medan untuk 

menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri terhadap kesehatan sendiri dan 
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masyarakat yang berkualitas. 

4.2.3  Adanya Program yang Dilaksanakan 

Mengimplementasikan kebijakan tentang Edukasi dan Informasi Kesehatan 

Di Kota Medan untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran, menggunakan 

media yang efektif, sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan dapat 

masyarakat Kota Medan dapat hidup mandiri secara kesehatan. Menurut Wibawa 

(1994) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk 

pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Biasanya tertuang 

dalam suatu Undang-undang. Namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi 

yang penting atau keputusan perundang-undangan. Idealnya, keputusan-keputusan 

tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan 

yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses 

implementasi tersebut. 

Menurut Van Meter dan Van Hont (Budi winarno, 2022; 102) membatasi 

pelaksanaan (implementasi) sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu- 

individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diartikan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 

sebelumnya. 

Dunn dalam Saputra, et al (2016) mengusulkan konsep sistem kebijakan 

yang merupakan interaksi antara 3 komponen utama kebijakan yaitu pelaku 

kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik. Dari sistem kebijakan 

terlihat bahwa terjadi tuntutan-tuntutan dari para pelaku/aktor kebijakan akibat 

pengaruh lingkungan, yang kemudian ditranformasikan ke dalam sistem 

politik.Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan 
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kebijakan adalah keseluruhan pola dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan 

hubungan masalah, perumusan, implementasi dan evaluasi dampaknya terhadap 

masyarakat. tahapan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena 

melibatkan banyak proses dengan berbagai variabel yang harus dikaji. Kesehatan 

masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam kemajuan suatu daerah. 

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa masyarakat mendapatkan 

informasi yang benar tentang cara menjaga kesehatan, mencegah penyakit dan 

meningkatkan kualitas hidup. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Masrita Lumban Tobing 

S.K.M.,M.Kes selaku Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat pada hari selasa 11 Maret 2025 dan juga hasil wawancara terhadap 

masyarakat yang bernama Dhea Annisa Irsyani yang juga berprofesi sebagai 

perawat di salah satu instansi Rumah sakit yang ada di Kota Medan. 

Di Kota Medan, dengan penduduk yang padat dan heterogen, berbagai 

masalah kesehatan seperti penyakiy menular, penyakit tidak menular, kurang gizi, 

sanitasi lingkungan yang buruk, dan gaya hidup tidak sehat masih menjadi 

tantangan besar. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Medan melaksanakan 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang 

Edukasi dan Informasi Kesehatan Di Kota Medan secara terencana, sistematis dan 

menyeluruh. Salah satu metide yang utama adalah melalui penyuluhan kesehatan 

baik di sekolah-sekolah sebagai institusi pendidikan maupun di lingkungan 

masyarakat secara luas. Penyuluhan ini merupakan bagian dari program-program 

kesehatan yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal dan bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran serta merubah perilaku masyarakat menjadi 
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lebih sehat. 

Program edukasi kesehatan di sekolah merupakan tempat yang sangat 

strategis untuk menanamkan perilaku hidup sehat sejak dini. Anak-anak dan 

remaja yang mendapatkan pendidikan kesehatan di sekolah cenderung lebih 

mudah mengadopsi perilaku sehat dan menjadi agen perubahan di keluarga dan 

lingkungannya. Program-program di sekolah seperti ; UKS ( usaha kesehatan 

sekolah) merupakan program lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas 

pendidikan dan instansi lainnya, yang dimana kegiatannya meliputi pemeriksaan 

kesehatan rutin, pemantauan gizi, penyuluhan tentang kebersihan diri, cara 

mencuci tangan yang benar, sikat gigi bersama, dan pencegahan penyakit 

menular, adapun juga penyuluhan kesehatan reproduksi remaja yang ditujukan 

untuk siswa SMP dan SMA untuk memahami operubahan fisik dan psikis saat 

pubertas, pencegahan kehamilan dini, pencegahan penyalahgunaan narkoba, 

bahaya merokok dan perlindungan dari penyakit menular seksual, serta mengajak 

siswa untuk melakukan gerakan sekolah sehat seperti menjaga kebersihan kelas, 

halaman, kamar mandi, dan juga kantin sekolah. Dinas Kesehatan menyediakan 

materi yang mudah dipahami, menyenangkan dan relevan dengan usia anak-anak. 

Selain itu, guru dan kepala sekolah juga dilibatkan agar program ini berjalan 

berkelanjutan. 

Selain di sekolah, edukasi kesehatan juga dilakukan secara luas di 

lingkungan masyarakat untuk menjangkau seluruh kelompok umur, baik melalui 

kegiatan yang terpusat di fasilitas kesehatan maupun di lingkungan permukiman, 

adapun program-program yang dilakukan seperti ; program PHBS (perilaku hidup 

sbersih dan sehat) yang diterapkan di rumah tangga, tempat kerja, pasar, rumah 
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ibadah, dan tempat umum, masyarakat sendiri diajarkan tentang cara menjaga 

kebersihan diri, sanitasi lingkungan, penggunaan jamban sehat, cara menyimpan 

makanan yang aman, dan pemberantasan sarang nyamuk, Program penyuluhan 

gizi di Posyandu dan Puskesmas yang dimana program ini memberikan 

pengetahuan tentang pola makan sehat, pentingnya ASI, MPASI yang tepat, 

pencegahan stunting pada anak, dan Posbindu untuk menyasar masyarakat usia 

produktif untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes 

dan kanker. Adapun Penyuluhan kesehatan lingkungan yang dimana Dinas 

Kesehatan bekerja sama dengan Kelurahan, RW,RT dan tokoh masyarakat untuk 

menyelenggarakan penyuluhan tentang pengelolaan sampah, kebersihan air, dan 

pengendalian penyakit yang iakibatkan oleh nyamuk. Dan yang terakhir edukasi 

tentang penyakit menular, penyuluhan tentang pencegahan penyakit, sepertu 

DBD, TBC,HIV/AIDS, dengan membagikan leaflet poster, serta sosialisasi 

langsung. Penyuluhan di lingkungan masyarakat sering di lakukan di kelurahan, 

rumah ibadah, pasar, bahkan dari rumah ke rumah, dengan melibatkan kader 

kesehatan, tokoh masyarakat agar masyarakat percaya terhadap penyuluhan yang 

dilakukan dan dapat memahami dengan jelas maksud dari penyuluhan tersebut 

dan petugas Puskesmas. 

Dinas Kesehatan Kota Medan berupaya melaksanakan program-program 

ini dengan penuh tanggung jawab melalui ; perencanaan yang matang dengan 

mengindetifikasi masalah kesehatan yang paling mendesak di masing-masing 

wilayah untuk menentukan tema penyuluhan, menyiapkan tenaga penyuluh yang 

berprofesional dengan melibatkan dokter, perawat, bidan, ahli gizi, dan penyuluh 

kesehatan masyarakat, pentingnya ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk 
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melibatakan dalam merencenakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi program 

agar lebih relevan, dan tahap akhir dari program tersebut yaitu dengan melakukan 

pemantauan dan evaluasi untuk setiap program dan penyuluhan di evaluasi untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat meningkat dan perilaku 

berubah. Dengan prinsip ini, Dinas Kesehatan memastikan bahwa setiap program 

edukasi tidak hanya formalitas, tetapi memberikan manfaat nyata dalam 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku sehat masyarakat. 

Dampak yang diharapkan yaitu untuk ; meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang pentingnya perilaku sehat, terjadi perubahan perilaku positif, 

seperti lebih rajin mencuci tangan, memilih makanan bergizi, berolahraga, dan 

menjaga lingkungan tetap bersih, penurunan angka penyakit menular dan tidak 

menular, serta lingkungan sekolah dan masyarakat menjadi lebih sehat dan 

nyaman. 

Dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan telah melaksanakan 

berbagai program edukasi dan informasi eksehatan secara terstruktur dan 

bertanggungjawab, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. di sekolah, 

program-program seperti UKS, Penyuluhan kesehatan reproduksi, gerakan 

sekolah sehat, dan kampanye anti asap rokok dan anti narkoba berhasil 

meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat di kalangan anak dan remaja. 

Sementara di masyarakat, melalui program PHBS, GERMAS, Posyandu, 

Posbundi dan Penyuluhan tentang penyakit tidak menular dan menular, Dinas 

Kesehatan menjangkau semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 

dan membangun kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. 

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak 
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pemerintah, sekolah, masyarakat, tokoh agama, dan media yang bekerja sama 

untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan masyarakay yang lebih peduli 

terhadap kesehatannya sendiri. Dengan program-program ini, diharapkan Kota 

Medan dapat mencapai visi menjadi Kota yang sehat, produktif dan memiliki 

masyarakat yang mandiri serta berperilaku hidup sehat secara mandiri. 

4.2.4  Adanya Kelompok Sasaran 

 

Menurut Tachjan (2006 :35) kelompok sasaran (target group), yaitu 

sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang menerima barang dan 

jasa atau yang perilakunya akan mempengaruhi kebijakan. Mereka diharapkan 

dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang 

ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi 

atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang di implementasikan bergantung 

kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya 

karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti : besaran 

kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan 

keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. 

Menurut Meter dan Horn (1975) mengatakan bahwa implementasi 

kebijakan sebagai : “ tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu 

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan”. 

Menurut Pariata Westra. Dkk (2009:256) mengemukakan pengertian pelaksanaan 

adalah : “ aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua 
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rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi 

segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan dimana 

pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang 

harus dilaksanakan”. 

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

kebijakan edukasi dan informasi kesehatan merupakan salah satu strategi penting 

pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. di Kota 

Medan, Dinas Kesehatan secara rutin melaksanakan penyuluhan kesehatan untuk 

membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat di masyarakat. penyuluhan ini 

dilaksanakan tidak secara sembarangan, melainkan dengan memperhatikan 

kelompok sasaran yang tepat sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh 

masing-masing kelompok. Penentuan kelompok sasaran menjadi sangat penting 

karena kebutuhan, pemahaman, serta cara penyampaian materi kesehatan untuk 

anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia atau masyarakat umum tentu akan berbeda. 

Kelompok sasaran di sekolah akan menyasar kepada peserta didik, guru dan 

kepala sekolah, mengingat sekolah merupakan institusi yang sangat strategis untuk 

menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Anak-anak dan remaja yang masih dalam 

masa pembentukan karakter dan kebiasaan yang sangat potensial untuk diajak 

menerapkan perilaku hidup sehat. Contohnya seperti ; siswa PAUD dan SD materi 

yang diberikan berupa kebersihan diri (mencuci tangan, menyikat gigi), pentingnya 

sarapan, makan makanan sehat, dan menjaga kebersihan lingkungan, metode yang 

dilakukan ada beberapa cara seperti (permainan edukasi, lagu, poster, cerita 

bergambar) agar mereka lebih tertarik dan dapat memahami apa isi edukasi yang 

diberikan, adapaun siswa SMP dan SMA materi yang diberikan berupa kesehatan 



66  

 

reproduksi remaja, pencegahan pernikahan dini, bahaya merokok dan narkoba. 

Gizi seimbang, kesehatan mental, serta pentingnya olahraga, metode yang 

dilakukan berupa (diskusi, simulasi, video, poster, sesi tanya jawab), tidak 

hanya siswa sekolah saja yang diberikan materi edukasi tetapi guru dan juga 

kepala sekolah diberikan materi yang dimana peran guru dalam mengawasi 

kesehatan anak, cara mendeteksi masalah kesehatan sederhana, pertolongan 

pertama, serta pembinaan UKS, metode yang dilakukan yaitu di adakannya 

workshop, pelatihan, modul. Melalui oenyuluhan di sekolah, diharapkan bukan 

hanya siswa yang mendapatkan manfaat, tetapi juga guru dan kepala sekolah yang 

akan menjadi pendamping siswa sehari-hari di lingkungan sekolah. 

Kelompok sasaran juga di lakukan di lingkungan masyarakat, selain di 

sekolah, penyuluhan kesehatan juga menyasar kelompok masyarakat yang lebih 

luas dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing- 

masing kelompok. Seperti ; ibu hamil, menyusui, dan balita akan diberikan metode 

penyuluhan di Posyandu, kelas ibu hamil dan kunjungan kerumah yang dimana 

diberikan edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi ibu hamil, 

ASI ekslusif, imunisasi, pencegahan stunting, dan cara merawat bayi. Adapun yang 

menjadi sasaran selanjutnya yaitu lansia, materi yang disampaikan untuk 

pencegahan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, perawatan diri, 

olahraga ringan untuk lansia, dan kesehatan mental. Metode yang dilakukan sama 

yaitu dengan penyuluhan di Posyandu, Posbindu akan dilakukan pemeriksaan 

kesehatan rutin. 

Untuk di lingkungan pekerja dan buruh maka materi yang disampaikan 

yaitu keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pencegahan cedera, manajemen 
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stress, serta penyakit akibat kerja, metode penyuluhan di tempat kerja, seminar, dan 

poster. Lalu untuk masyarakat umum materi yang disampaikan lebih mengenai 

PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), kebersihan lingkungan, pengendalian 

vektor penyakit (DBD), dan pencegahan penyakit menular, metode yang dilakukan 

yaitu penyuluhan kerjasama antar lintas sektor bersama tokoh masyarakat dan 

rumah ibadah, yang dimana peran tokoh dalam menggerakkan masyarakat untuk 

berperilaku sehat, penyampaian pesan kesehatan melalui ceramah agama dan 

kegiatan sosial akan lebih mudah dipahami dan dipercayai oleh masyarakat. Maka 

dengan begitu pihak Dinas Kesehatan memberikan pelatihan, diskusi kelompok, 

pemberian materi berbasis agama untuk penyuluhan yang akan dilakukan. 

Oleh sebab itu, penentuan kelompok sasaran yang tepat sangat penting 

karena dapat memastikan informasi yang disampaikan relevan dengan kondisi dan 

kebutuhan penerima, memudahkan penyusunan materi, media, dan metide yang 

sesuai dengan tingkat pemahaman, meningkatkan efektivitas penyuluhan dalam 

membentuk perilaku sehat, serta agar masyarakat umum lebih sadar tentang 

pentingnya kebersihan lingkungan, sanitasi, pencegahan penyakit menular dan 

memahami betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat secara mandiri. Tentu 

kelompok sasaran akan dipantau oleh Dinas Kesehatan dengan melakukan survei 

kepuasan peserta penyuluhan, dan pemantauan dampak dilakukan melalui indikator 

kesehatan seperti peningkatan cakupan imunisasi, penurunan angka stunting, dan 

penurunan penyakit menular, untuk mengetahui dampak pengaruh program 

penyuluhan yang telah dilakukan. 

Dalam mengimplementasi kebijakan edukasi dan informasi kesehatan yang 

menjadi kelompok sasaran adalah seluruh masyarakat Kota Medan tanpa 
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terkecuali. Sampai saat ini dampak yang diterima yaitu; anak-anak di sekolah mulai 

memahami pentingnya kebersihan, dan rutin melakukan cuci tangan, untuk 

dikalangan mulai timbul rasa sadar terhadap resiko kesehatan reproduksi, bahaya 

narkoba, dan pentingnya menjaga pola hidup sehat, Serta untuk ibu hamil dan 

menyusui lebih paham tentang gizi kehamilan, ASI ekslusif, dan imunisasi bayi, 

dan yang terakhir kelompok lansia dan masyarakat umum mereka lebih sadar 

tentang pentingnya menjadi lebih aktif dalam berolahraga, menjaga kebersihan 

lingkungan, sanitasi dan pencegahan penyakit menular. 

Sejalan dengan hal ini, dalam pelaksanaan kebijakan edukasi dan informasi 

kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan menunjukkan pendekatan yang 

sistematis dan terarah dengan penentuan kelompok sasaran yang spesifik, dengan 

membagi sasaran berdasarkan usia, peran sosial dan resiko kesehatan, Dinas 

Kesehatan berhasil menyampaikan informasi yang tepat kepada setiap kelompok 

melalui metode penyuluhan yang sesuai dan relevan. Penyuluhan di sekolah 

menargetkan siswa dan guru sebagai agen perubahan, sementara di masyarakat, 

kelompok seperti ibu hamil, balita, lansia, remaja, dan kelompok berisiko khusus 

mendapatkan perhatian khusus melalui pendekatan yang beragam. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Edukasi 

dan Informasi Kesehatan di Kota Medan yaitu dimulai dari adanya komunikasi. 

Komunikasi yang terjalin antara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dinyatakan 

sudah berjalan tetapi belum maksimal. Salah satu cara meningkatkan keberhasilan 

implementasi adalah dengan meningkatkan sosialisasi yang efektif dan membangun 

rasa percaya masyarakat mengenai menjaga kesehatan itu sangat penting dan 
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upaya ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pengetahuan, 

kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. dengan dukungan lintas sektor dan 

pastisipasi aktif masyarakat, Kota Medan terus bergerak menuju masyarakat yang 

mandiri, sadar kesehatan, dan berperilaku hidup sehat. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan melalui wawancara 

mendalam dengan berbagai narasumber kunci, observasi lapangan, dan analisis 

dokumen, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Edukasi dan Informasi Kesehatan telah menunjukkan 

kemajuan signifikan namun masih menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai 

hasil yang optimal. Berikut penjelasan rinci berdasarkan empat aspek kunci: 

1. Tindakan dalam Pelaksanaan Dinas Kesehatan Kota Medan telah 

mengambil langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan 

kebijakan ini melalui: Penyusunan Materi Edukasi yang komprehensif 

meliputi pembuatan leaflet, poster, spanduk, dan video edukasi dengan 

fokus pada isu prioritas kesehatan Pemanfaatan Multi Media termasuk 

media sosial (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok) dan pendekatan 

langsung melalui 41 puskesmas Kegiatan Lapangan seperti penyuluhan di 

sekolah, posyandu, dan masyarakat dengan melibatkan tokoh setempat 

Pelatihan Kader Kesehatan untuk memperluas jangkauan informasi Namun, 

implementasi ini masih dihadapkan pada kendala keterbatasan partisipasi 

masyarakat dan resistensi terhadap perubahan perilaku yang membutuhkan 

pendekatan lebih inovatif. 

2. Tanggung Jawab Pelaksana Kebijakan Struktur pelaksana 

kebijakan telah terbentuk dengan jelas meliputi: Tim Inti di 
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3. Dinas Kesehatan sebagai pengendali utama Koordinator Lapangan yang 

memastikan operasional kegiatan Petugas Puskesmas dan Kader sebagai 

ujung tombak Kolaborasi Lintas Sektor dengan sekolah, rumah sakit, dan 

tokoh masyarakat Tantangan utama adalah kesenjangan kapasitas antar 

pelaksana dan keterbatasan koordinasi yang perlu diperkuat melalui 

pelatihan berkelanjutan dan sistem monitoring yang lebih ketat. 

4. Program Utama yang Dijalankan Program unggulan telah dikembangkan 

secara sistematis: PHBS di berbagai tatanan masyarakat Penanganan 

Stunting melalui pendekatan gizi terpadu Pencegahan Penyakit Menular 

dengan strategi spesifik lokasi Kesehatan Reproduksi Remaja di institusi 

pendidikan Evaluasi program menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran 

dan kesenjangan akses informasi di daerah tertentu masih menjadi 

penghambat pencapaian target. 

5. Penetapan Kelompok Sasaran Strategi segmentasi sasaran telah diterapkan 

dengan baik meliputi: Ibu Hamil dan Balita untuk program gizi Anak 

Sekolah untuk pembiasaan PHBS Remaja untuk edukasi reproduksi Lansia 

untuk penyakit degeneratif Masyarakat Umum untuk sanitasi lingkungan 

Tantangan utama adalah adaptasi materi untuk kelompok buta huruf dan 

penguatan efektivitas pendekatan berbasis budaya lokal. 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Edukasi dan Informasi Kesehatan, 

berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan 
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efektivitas program dan mencapai tujuan yang diharapkan: Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat: Dinas Kesehatan perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan 

influencer lokal untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat 

berpartisipasi aktif dalam program kesehatan. Pengembangan Materi Edukasi 

yang Inklusif: Materi edukasi harus disesuaikan dengan tingkat literasi dan 

pemahaman masyarakat. Penggunaan bahasa yang sederhana, ilustrasi yang 

menarik, dan metode penyampaian yang interaktif dapat membantu masyarakat 

lebih memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, perlu ada materi khusus 

untuk kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi, seperti masyarakat di 

daerah terpencil. Pelatihan Berkelanjutan untuk Kader Kesehatan: Kader kesehatan 

yang terlibat dalam penyuluhan perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pelatihan ini dapat 

mencakup teknik komunikasi yang efektif, pemahaman isu kesehatan terkini, dan 

cara mengatasi resistensi masyarakat terhadap perubahan perilaku. 

Optimalisasi Penggunaan Media Sosial: Dinas Kesehatan harus 

memanfaatkan media sosial secara maksimal untuk menjangkau generasi muda 

dan masyarakat yang lebih luas. Konten yang menarik, seperti video edukasi, 

infografis, dan kampanye interaktif, dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat dalam program kesehatan. Kolaborasi Lintas Sektor yang Lebih Kuat: 

Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan berbagai sektor, seperti 

pendidikan, lingkungan, dan sektor swasta, dapat memperluas jangkauan program 

kesehatan. Kerjasama ini dapat mencakup penyuluhan bersama, kampanye 
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kesehatan, dan pengembangan program yang saling mendukung. Monitoring dan 

Evaluasi yang Sistematis: Dinas Kesehatan perlu mengembangkan sistem 

monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis untuk menilai efektivitas program. 

Pengumpulan data yang berkala dan analisis dampak program dapat membantu 

dalam pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang. 

Peningkatan Akses Layanan Kesehatan: Memastikan akses yang lebih baik 

terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, dengan menyediakan 

fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang cukup. Program 

deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan rutin harus diperluas untuk menjangkau 

masyarakat yang kurang terlayani. Kampanye Kesadaran Kesehatan yang 

Berkelanjutan: Melaksanakan kampanye kesadaran kesehatan secara berkelanjutan, 

tidak hanya pada momen tertentu, tetapi sebagai bagian dari rutinitas masyarakat. 

Hal ini dapat menciptakan budaya hidup sehat yang lebih kuat di kalangan 

masyarakat. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan implementasi 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Edukasi dan Informasi 

Kesehatan dapat berjalan lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan derajat 

kesehatan  masyarakat  Kota  Medan. 
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A. Identitas informan 

1. Nama  : Ibu Masrita Lumban Tobing S.K.M.,M.Kes 

 

2. Jabatan : Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

       Masyarakat 

3. Umur : 60 Tahun 

 

4. Lama bekerja di bidang terkait : 30 Tahun 

 

B. Pertanyaan wawancara 

1. Adanya tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan 

 

a) Apa saja langkah yang telah dilakukan dalam rangka implementeasi kebijakan 

ini ? 

Jawab : Ya, namanya kesehatan, kesehatan itu tentunya aset jadi kalau kita sakit 

kita tidak akan melakukan kegiatan, nah tentunya, untuk hidup sehat perlu yang 

namanya edukasi itu seperti edukasi ke masyarakat itu hidup seperti mandiri 

secara kesehatannya, dan juga untuk memenuhi kebijakan implementasi peraturan 

daerah Kota Medan nomor 4 tahun 2012 tentang edukasi dan informasi di Kota 

Medan. 

b) Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan ini dimulai dan dijalankan di 

lapangan? 

Jawab : Secara umumnya kami melakukan seperti penyuluhan – penyuluhan di 

posyandu, ada ibu hamil/ balita, memberikan penyuluhan hidup yang bagaimana, 

yang sehat menurut Dinas Kesehatan. 

contoh : ibu hamil harus di periksakan kehamilannya, konsumsi zat gizinya, 

mengkonsumsi vit A,F,E, nah untuk balita harus di imunisasi, memberi makanan 

yang sehat, jangan beri jajanan sembarangan, beri makanan yang bergizi dan 
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makanan yang tidak mengandung bahan kimia. 

c) Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini 

dan bagaimana cara mengatasinya ? 

 

Jawab : Nah, sejauh ini tidak ada kendala, terkait penganggaran teman-teman di 

puskesmas juga bekerja tugas sebagai promosi ataupun menyalurkan informasi 

kesehatannya, setiap kendala dalam proses penyuluhan selalu kami evaluasi langsung 

untuk memperbaiki kesalahan. 

d) Seberapa konsisten tindakan yang dilakukan dengan peraturan atau pedoman 

kebijakan yang berlaku ? 

Jawab : Jadi mungkin untuk mengatakan langsung kepada masyarakat mengenai 

Peraturan Daerah pasti maysarakat pusing, dibuat sefamiliar mungkin agar 

tujuannya dapat di serap oleh maysarkat pasti pernah di evaluasi sesudah 

melakukan penyuluhan/ promosi apakah ada perubahan dari masyarakat ? 

Namun yang namanya merubah perilaku agak sulit, sudah menjadi kebiasaan dan 

tindakan yang dilakukan harus bertahap agar masyarakat itu memahami 

pentingnya kesehatan, memiliki sikap terhadap kesehatan yang positif. 

2. Adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan ? 

a) Siapa saja pihak atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini ? 

 

Jawab : Yang pastinya Pemerintah Kota Medan yang dibantu oleh Dinas 

Kesehatan dan kami juga berkerja sama dengan 41 Puskesmas yang tersebar di 

Kota Medan untuk melakukan penyuluhan kesehatan ini agar masyarakat dapat 

hidup secara mandiri dalam menjaga kesehatannya. 

b) Bagaimana pembagian tugas dan tanggungjawab antar pelaksana kebijakan ? 
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Jawab : Ada, seperti di Dinas Kesehatan, Puskesmas itukan merupakan unit 

pelaksanaan teknis (UPT) daripada Dinas Kesehatan, adanya koordinasi terkait 

adanya edukasi dan informasi kesehatan, seperti CKG (cek kesehatan gratis)/ 

pemeriksaan gratis, gizi gratis, Puskesmas juga melakukan koordinasi kepada 

pihak kecamatan, masyarakat, serta melibatkan camat/ kepling untuk 

memudahkan proses penyuluhan di laksanakan. 

c) Apakah pelaksana kebijakan telah mendapatkan pelatihan atau pembekalan 

sebelum menjalankan tugasnya ? 

Jawab : Pastinya, kita juga dari sisi sumberdaya manusia sudah, promosi 

kesehatan kita tersebar di 41 Puskesmas, kemudian sarana dan prasarananya kita 

punya untuk melakukan pembekalan agar proses penyuluhan dapat dilaksanakan 

dengan sebaik mungkin. 

d) Bagaimana koordinasi antara pelaksana kebijakan di lapangan dan pihak 

pengambil kebijakan ? 

Jawab : Ya, pokoknya setiap proses penyuluhan ataupun seminar di puskesmas, 

posyandu, sekolah maupun dilingkungan masyarakat, kami selalu melakukannya 

dengan sesuai kebijakan yang sudah tertera dan selalu melakukan evaluasi setelah 

proses penyuluhan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan yang 

terjadi di masyarakat. 

3. Adanya program yang dilaksanakan ? 

 

a) Apa saja program atau kegiatan yang merupakan bagian dari kebijakan ini ? 

Jawab : Yang pertama itu ada program perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS), 

yang merupakan salah satu program unggulan yang bertujuan untuk membiasakan 

masyarakat menjalani perilaku yang mendukung kesehatan, baik di rumah tangga, 



82  

 

 

sekolah, maupun tempat kerja, melakukan penyuluhan mengenai penyakit 

menular dan tidak menular berserta bagaimana cara penanganannya, serta 

program untuk ibu hamil dan balita agar memperhatikan gizi dan vitaminnya, 

program kesehatan Dinas Kesehatan Medan (PKDKM), program kesehatan 

masyarakat yang efektif, gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP), 

serta juga melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk 

memperhatikan kebersihan reproduksinya dan melarang mereka untuk merokok 

dan jajan sembarangan diluar sekolah lebih baik membawa bekal dari rumah saja. 

b) Bagaimana perencanaan dan implementasi program tersebut dijalankan ? 

 

Jawab : Ya, sejauh ini perencanaan implementasi ini sudah bisa dapat dikatakan 

hampir 100% akan tetapi yang namanya merubah kebiasaan di lingkungan 

masyarakat itu tidaklah mudah, akan tetapi tim promosi kerja kesehatan 

melakukan berbagai upaya agar dapat mengoptimalkan dan membangun 

organisasi kemasyarakatan untuk menarik partisipasi masyarakat dan juga 

melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki metode penyuluhan agar lebih 

menarik dan mudah di pahami. 

c) Apakah program tersebut memiliki indikator keberhasilan atau capaian yang 

jelas ? 

 

Jawab : Iya, kami berharap program yang telah kami buat dan kami jalankan dapat 

diterima oleh masyarakat dan dapat memandirikan mereka terhadap kesehatannya 

sendiri. 

d) bagaimana evaluasi dilakukan terhadap program yang telah dijalankan ? 

Jawab : Kami selalu melakukan kegiatan evaluasi setelah penyuluhan dan seminar 

dilakukan agar kami dapat mengetahui sudah sejauh manakah skala keberhasilan 
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yang dilakukan, dan kami juga terkadang memberikan kuisioner terhadap 

masyarakat untuk melihat tingkat keakuratan dari program penyuluhan yang telah 

di lakukan oleh tim kerja promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan. 

 

4. Adanya kelompok sasaran 

 

a) Siapa yang menjadi sasaran utama dari kebijakan ini ? 

 

Jawab : Semua masyarakat Kota Medan, terutama ibu hamil, balita, anak sekolah 

dasar maupun anak SMP dan SMA, dan juga orang-orang yang bekerja, apalagi 

mereka yang sering terpapar asap rokok dan lainnya untuk menghindari penyakit 

paru-paru (TBC), penyakit menular maupun tidak menular. 

b) Bagaimana cara menjangkau kelompok sasaran agar mereka menerima 

manfaat dari kebijakan ini ? 

Jawab : Program edukasi yang dilakukan oleh tim promosi kerja kesehatan Dinas 

Kesehatan Kota Medan melakukan penyuluhan langsung seperti tatap muka di 

posyandu, sekolah, lingkungan masyarakat (pertemuan RT/RW). Untuk 

memudahkan kami mendekati masyarakat dan berbaur dengan masyarakat agar 

mereka percaya terhadap penyuluhan yang kami laksanakan. 

c) Apakah kelompok sasaran sudah memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan 

ini ? 

 

Jawab : Sejauh ini sudah banyak juga dari mereka yang memahami penyuluhan- 

penyuluhan yang telah kami lakukan dan sudah mulai terbuka pemikiran mereka 

terhadap kesehatan itu sangat penting apalagi mencegahnya sebelum penyakit itu 

datang. 

d) Bagaimana respons atau tanggapan kelompok sasaran terhadap pelaksanaan 

kebijakan ? 
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Jawab : Mereka meresponnya dengan baik karena ini kan juga kegiatan yang 

positif yang kami lakukan dengan tujuan untuk memandirikan kesehatan di 

lingkungan masyarakat akan kesehatannya sendiri. 
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DRAF WAWANCARA 

 

A. Identitas Informan 

1. Nama : habibi 

 

2. Jabatan/ posisi : staff 

 

3. Identitas/ organisasi : - 

 

4. Lama bekerja di bidang terkait : 10 Tahunan 

 

B. Pertanyaan Wawancara 

 

1. Adanya tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan  

     kebijakan 

a. Apa saja langkah yang telah dilakukan dalam rangka implementasi kebijakan 

ini ? 

Jawab : Ya, tentunya banyak langkah-langkah yang telah kami lakukan untuk 

mengimplementasikan kebijakan ini. 

b. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan ini dimulai dan dijalankan di 

lapangan ? 

Jawab : Tentunya kami membagi tugas dengan pihak Puskesmas agar kebijakan 

ini berjalan dengan baik. 

Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini dan 

bagaimana cara mengatasinya ? 

Jawab : Ya, tentunya pasti ada karena tidak semua masyarakat peduli akan 

kesehatannya dan kami juga secara perlahan melakukan penyuluhan agar 

masyarakat dapat terbuka pemikirannya akan kesehatan itu sangat penting. 
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c. Seberapa konsisten tindakan yang dilakukan dengan 

peraturan atau pedoman kebijakan yang berlaku ? 

Jawab : setelah melakukan penyuluhan kami selalu melakukan evaluasi 

setelahnya, untuk melihat seberapa persen peningkatan dari hasil penyuluhan yang 

dilakukan sekarang dengan yang kemarin. 

2. Adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam 

 pelaksanaan implementasi kebijakan 

a. Siapa saja pihak atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 
 ini ? 

Jawab : Ya, pastinya Pemerintah Kota Medan yang dibantu oleh Dinas Kesehatan 

dan 41 Puskesmas di Kota Medan yang bekerja sama dengan kami. 

b. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antar pelaksana 

 kebijakan ? 

Jawab : Ada, pembagian – pembagian tugas tentunya buat mengkoordinasikan 

penyuluhan yang akan di lakukan. 

c. Apakah pelaksana kebijakan telah mendapatkan pelatihan atau 

 pembekalan sebelum menjalankan tugasnya ? 

Jawab : Sudah pasti 

 

d. Bagaimana koordinasi antara pelaksana kebijakan di lapangan dan 

 pihak pengambil kebijakan ? 

Jawab : Ya, pokoknya setiap proses penyuluhan ataupun seminar dilakukan 

akan ada koordinasi satu sama lain. 
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3. Adanya program yang dilaksanakan 

a. Apa saja program atau kegiatan yang merupakan bagian dari kebijakan ini 

 ? 

 

Jawab : Sangat banyak salah satunya PHBS (perilaku hidup sehat dan bersih) 

 

b. Bagaimana perencanaan dan implementasi program tersebut dijalankan ? 

Jawab : Pastinya, kami susun dengan sebaik mungkin agar saat penyuluhan 

dilakukan dapat berjalan dengan lancar. 

c. Apakah program tersebut memiliki indikator keberhasilan atau capaian 

 yang jelas ? 

Jawab : Tentunya ada 

 

d. Bagaimana evaluasi dilakukan terhadap program yang telah dijalankan ? 

 

Jawab : evaluasi dilakukan agar kami dapat melihat tingkat keakuratan dari 

proghram penyuluhan yang telah dilakukan oleh tim kerja promosi Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kota Medan. 

4. Adanya kelompok sasaran 

a. Siapa yang menjadi sasaran utama dari kebijakan ini ? 

 

Jawab : Anak sekolah, Ibu hamil / balita, Lansia, serta masyarakat Kota 

Medan 

b. Bagaimana cara menjangkau kelompok sasaran agar mereka menerima 

 manfaat dari kebijakan ini ? 

Jawab : banyak cara yang kami lakukan 

c. Apakah kelompok sasaran sudah memahami tujuan dan manfaat dari 

 kebijakan ini ? 

Jawab : Ya, untuk sekarang ini sudah hampir paham karena terbantu dengan sosial 

media. 
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d. Bagaimana respons atau tanggapan kelompok sasaran terhadap 

 pelaksanaan kebijakan ? 

Jawab : Respon mereka baik dan mau menerima penyuluhan yang telah kami 

lakukan, walaupun masih ada beberapa terkadang yang masih memakai metode 

tradisional. 
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A. Identitas informan 

 

1. Nama : Dea 

 

2. Pekerjaan : Perawat 

 

3. Umur : 22 Tahun 

 

4. Jenis kelamin : perempuan 

 

 

B. Pertanyaan wawancara 

 
1. Adanya Tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan 

a) Apakah anda pernah mendapatkan edukasi atau informasi Kesehatan dari 

 Dinas kesehatan ? jika ya, dalam bentuk apa ? 

Jawab : Pernah, berhubung saya bekerja sebagai perawat di salah satu instansi 

Rumah Sakit di Kota Medan, jadi kami sering mendapatkan edukasi melalui 

seminar yang dilakukan oleh RS tempat saya berkerja. 

b) Menurut anda, apakah kegiatan edukasi tersebut mudah diakses dan 

 dipahami ? 

 

Jawab : Mudah, karena kan sekarang kita bisa mengetahui edukasi melalui 

sosial media. 

c) Bagaimana menurut anda, apakah tindakan yang dilakukan Dinas Kesehatan 

 sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan ini ? 

Jawab : Menurut saya sudah 

 

d) Adakah contoh nyata tindakan yang paling bermanfaat menurut anda ? 

 

Jawab : Ada, seperti CKG (cek kesehatan gratis) di Puskesmas. 
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2. Adanya Unsur Pelaksanaan yang Bertanggung Jawab dalam 

 implementasi Kebijakan 

a) Menurut anda, siapa saja yang biasanya hadir atau terlibat dalam 

 memberikan edukasi kesehatan ? 

Jawab : Petugas Puskesmas, Kader Kesehatan dan orang Dinas Kesehatan. 

b) Bagaimana menurut anda sikap dan kinerja

 petugas kesehatan saat memberikan informasi ? 

Jawab : Baik 

c) Apakah anda merasa pihak yang memberikan edukasi dapat dipercaya 

 dan kompeten ? 

Jawab : Ya, saya percaya karena mereka melakukannya sesuai dengan 

kebijakan yang ada. 

 

d) Menurut anda, apakah masyarakat mengetahui dengan jelas siapa yang 

 bertanggung jawab dalam penyampaian informasi kesehatan ini ? 

Jawab : Ya 

 

3. Adanya Program yang Dilaksanakan 

a) Program edukasi kesehatan apa saja yang anda ketahui dari Dinas 

 Kesehatan? 

 

Jawab : PHBS, Kegiatan Imunisasi, Gizi, pencegahan penyakit tidak menular 

maupun menular, kesehatan ibu dan anak tentunya yang paling sering dilakukan. 

b) Dari program yang ada, mana yang menurut anda paling membantu atau 

 berdampak langsung ? 

Jawab : Semuanya menurut saya membantu terutama PHBS 
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c) Apakah ada program yang menurut anda masih kurang atau belum 

 sesuai dengan kebutuhan masyarakat disini ? 

Jawab : Untuk itu saya kurang tau 

 

d) Bagaimana cara Dinas Kesehatan biasanya menyampaikan informasi 

 program tersebut kepada masyarakat ? 

Jawab : Dengan melakukan penyuluhan di masyarakat. 

 

4. Adanya Kelompok Sasaran 

a) Menurut anda, siapa saja yang biasanya menjadi sasaran utama edukasi 

 kesehatan ? 

Jawab : Anak sekolah, ibu hamil/ balita, lansia, dan masyarakat Kota Medan 

tentunya kan. 
 

b) Apakah anda merasa kelompok sasaran yang dituju sudah tepat ? 

 

 Jawab : Sudah 

 

c) Menurut anda atau keluarga anda merasa sudah termasuk dalam sasaran 

 program edukasi kesehatan ? 

Jawab : Iya, karena edukasi dan informasi kesehatan sangat penting juga. 

d) Menurut anda, apakah ada kelompok masyarakat tertentu yang belum 

 tersentuh oleh program edukasi kesehatan dari Dinas Kesehatan ? 

Jawab : Pasti ada, seperti mereka yang tinggal di pelosok dan yang tidak 

mengerti memakai sosial media. 
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A. Identitas informan 

 

1. Nama : Arya Pratama 

 

2. Pekerjaan : Mahasiswa 

 

3. Umur : 21 Tahun 

4. Jenis kelamin : Laki-laki 

 

 

B.  Pertanyaan wawancara 

 
1. Adanya Tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan 

 

a) Apakah anda pernah mendapatkan edukasi atau informasi Kesehatan 

 dari Dinas kesehatan ? jika ya, dalam bentuk apa ? 

Jawab : Ya, pernah dengan melakukan penyuluhan pas sewaktu saya sekolah dulu 

mengenai dilarang merokok, narkoba serta menjaga kesehatan dan kebersihan 

reproduksi 

b) Menurut anda, apakah kegiatan edukasi tersebut mudah diakses dan 

 dipahami 

 

Jawab : Ya, bisa dilihat di sosial media 

 

c) Bagaimana menurut anda, apakah tindakan yang dilakukan Dinaas 

 Kesehatan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan ini ? 

Jawab : Sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

d) Adakah contoh nyata tindakan yang paling bermanfaat menurut anda ? 

 

Jawab : Penyuluhan tentang pencegahan penyakit tidak menular maupun yang 

menular. 
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2. Adanya Unsur Pelaksanaan yang Bertanggung Jawab dalam 

 implementasi Kebijakan 

a) Menurut anda, siapa saja yang biasanya hadir atau terlibat dalam 

 memberikan edukasi kesehatan ? 

Jawab : Masyarakat 

 

b) Bagaimana menurut anda sikap dan kinerja petugas kesehatan saat 

 memberikan informasi ? 

Jawab : Baik dan cepat tanggap 

 

c) Apakah anda merasa pihak yang memberikan edukasi dapat dipercaya 

 dan kompeten ? 

Jawab : Iya 

 

d) Menurut anda, apakah masyarakat mengetahui dengan jelas siapa yang 

 bertanggung jawab dalam penyampaian informasi kesehatan ini ? 

Jawab : Iya, karena pihak Dinas Kesehatan langsung yang

 melakukan penyuluhan di masyarakat. 

3. Adanya Program yang Dilaksanakan 

a) Program edukasi kesehatan apa saja yang anda ketahui dari Dinas 

 Kesehatan ? 

 

Jawab : PHBS, CKG (cek kesehatan gratis), dan banyak lagi yang saya 

ketahui 

 

b) Dari program yang ada, mana yang menurut anda paling membantu atau 

 berdampak langsung ? 

Jawab : CKG (cek kesehatan gratis) 

 

c) Apakah ada program yang menurut anda masih kurang atau belum 

 sesuai dengan kebutuhan masyarakat disini ? 



94 
 

 

 

Jawab : Menurut saya tidak 

 

d) Bagaimana cara Dinas Kesehatan biasanya menyampaikan informasi 

 program tersebut kepada masyarakat ? 

Jawab : Melakukan penyuluhan dan membuka sesi diskusi 

 

4. Adanya Kelompok Sasaran 

a) Menurut anda, siapa saja yang biasanya menjadi sasaran utama edukasi 

 kesehatan ? 

Jawab : Anak sekolah, ibu hamil/balita, lansia, dan masyarakat 

b) Apakah anda merasa kelompok sasaran yang dituju sudah tepat ? 

 

Jawab : Sudah tepat, karena pastinya sebelum melakukan penyuluhan pihak Dinas 

Kesehatan melakukan survei terdahulu 

c) Menurut anda atau keluarga anda merasa sudah termasuk dalam sasaran 

 program edukasi kesehatan ? 

Jawab : Iya, semua orang perlu 

 

d) Menurut anda, apakah ada kelompok masyarakat tertentu yang belum 

 tersentuh oleh program edukasi kesehatan dari Dinas Kesehatan ? 

Jawab : Pastinya ada, terutama orang yang tempat tinggalnya jauh dari tengah 

Kota dan mereka yang tidak pandai menggunakan sosial media seperti lansia. 
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b. Dokumentasi 

 

dokumentasi bersama para narasumber dinas kesehatan kota medan puskesmas 

teladan kota medan 
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c. Surat Riset 
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